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ABSTRACT

THE ROLE OF THE TAKLIM ASSEMBLY IN THE EMPOWERMENT
OF ISLAMIC COMMUNITY THROUGH THE COMMUNITY
SYLATURAH FORUM IN SUKADAMAI VILLAGE, NATAR DISTRICT,
LAMPUNG SELATAN REGENCY

By:
Wella Ayu Diah Safitri

The taklim assembly is a non-formal institution responsible for behavior
that affects the community, which is oriented towards moral improvement as a
manifestation of the care for the taklim assembly. Analyzing the relevance of
literature, Comparing the curriculum between taklim assemblies of non-formal
education activities, effective da'wah activities. Analyzing the forms of
empowerment carried out by the taklim assembly and the empowerment achieved
by the congregation or the Islamic community in the village of Sukapeace.

The research method looks at a dynamic object, the results of the
construction of thoughts and interpretations of the observed phenomena, as well
as a holistic (holistic) aspect of the object having an inseparable unity.

The conclusion of the study used field research with a qualitative
descriptive approach. Data sourced from primary data and secondary data,
interview data collection techniques, observation, documentation, data analysis
collecting data, data reductiongdata presentation, conclusions. The empowerment
obtained by the community. Is the Spiritual \aspect (affective), the intellectual
aspect, the economic aspect.
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ABSTRAK

PERAN MAJELIS TAKLIM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ISLAM MELALUI FORUM SILATURAHMI MASYARAKAT DESA
SUKADAMAI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

By:
Wella Ayu Diah Safitri

Majelis taklim lembaga non formal pihak yang bertanggung jawab
pada perilaku yang mempengaruhi masyarakat berorientasi peningkatan moral
wujud dari kepedulian majelis taklim.Tujuan penelitian untuk mengetahui
proses pemberdayaan majelis taklim FORSMART didesa Sukadamai terhadap
peran majelis taklim dalam pemberdayaan masyarakat Islam melalui forum
silaturahmi masyarakat desa Sukadamai.

Menganalisis relevansi literatur, Membandingkan kurikulum antara
majelis-majelis taklim kegiatan pendidikan non formal, kegiatan dakwah yang
efektif. Menganalisis bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan majelis
taklim dan keberdayaan yang dicapai jama’ah atau masyarakat Islam didesa
Sukadamai.

Metode penelitian memandang objek yang dinamis, hasil konstruksi
pemikiran dan interpretasi terhadap_gejala.yang diamati, serta utuh (holistic),
aspek objek mempunyai satu kesatuan tidak dapat dipisahkan.” Kesimpulan
penelitian digunakan field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data
yang bersumber dari data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data
interview, observasi, dokumentasi, analisis data mengumpulkan data, redukasi
data, penyajian data, ‘kesimpulan. Pemberdayaan yang diperoleh masyarakat
adalah aspek ruhaniah (afektif) aspek intelektualyaspek ekonomi.
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MOTTO

""Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana,
jadi saya mengubah diri saya sendiri."

Penulis

“ Karena sesungguhnya sesuc{ah kesulitan itu ada kemudahan
”(5).

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain.””

Lilik Purnomo (Ayah)

Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar
baginya, dansmemberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka;dan barang siapa
yang bertawakal kepada’Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah

melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu
kadarnya.3

(Q.S. Ath-Thalag ayat 2-3)

! Firman Allah dalam Al Qur’an surat Alam Nasyrah terjemahan ayat 5-6.

2 Hadist Riwayat ath-thabrani, al-mujam al-ausath, juz V11, hal 58 dari Jabir bin Abdullah
r.a. disahihkan Muhammad nashiruddin al-albani dalam kitab As-Shahihah.

*Q.S.Ath-Thalag ayat 2-3
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Segala pujian hanya milik Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat
serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat
beserta salam selalu penulis haturkan kepada pembawa Risalah kebenaran Al-
Islam, Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita nantikan syafa’atnya di hari
pembalasan kelak.

Tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Megister Sarjana Sosial pada Prodi Pengembangan Masyarakat
Islam UIN Raden Intan Lampung Pasca Sarjana S2. Dengan pertolongan.dan
hidayah-Nya lah, Tesis ini dapat terselesaikan, meskipun penulis banyak
mendapati kesulitan dan kekurangan ilmu akan tetapi dengan.bantuan dan
bimbingan dari semua pihak terutama Dosen Pembimbing dan semua teman yang
telah ikut membantu menyelesatkan Tesis inf, Dengan harapan Penelitian ini dapat
bermanfa’at bagi diri pribadi maupun pembaca sekalian.

Tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk meneyelesaikan studi
pendidikan program pascasarjana (S2) dengan program study Pengembangan
Masyarakat islam di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung guna
memproleh gelar Magister Sosial (M.Sos). atas terselesaikannya tesis ini penulis
tak lupa untuk mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua

pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, terutama kepada:
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. Semua pihak yang ikut memberi dukungan dan motivasi dalam
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Atas pelayanan, dukungan, motivasi, bimbingan, dan
bantuannya, baik materi maupun immateri penulis menucapkan terima
kasih yang tidak terhingga dan berdo’a semoga amal kebaikan akan
dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga tesis ini
bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pengembangan keilmuan,

Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, ......... 2022
Penulis,

WELLA AYU DIAH SAFITRI
NPM. 187013101
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang ditandai dengan aktivitas perdagangan global
melintas batas wilayah negara dan geografis, mengutamakan kepentingan
ekonomi dan mengabaikan kepentingan kemanusiaan, perdamaian,
kebersamaan, dan kesejahteraan sosial. Glabalisasi yang dianut oleh kaum
kapitalis memporak porandakan tatanan sosial, lingkungan hidup, budaya,
kearifan lokal, dan nilai- nilai luhur bangsa. Melahirkan pemerintah yang
cenderung korup, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, pemerintah seringali

terpengaruh pada prilaku yang menguntungkan kaum kapitalis.*

Untuk  mewujudkan | kesejahteraan bangsa dan masyarakat
sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dan Batang . fubuhnya, maka globalisasiyangmmerupakan keniscayaan,
bukan untuk dihindari tetapi untuk “disiasati, agar kesejahteraan dapat
dinikmati oleh semua kalangan. Untuk mencapai kesejahteraan,
masyarakat harus diberdayakan, yakni didorong untuk memiliki
kemampuan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, memiliki daya saing,
mandiri melalui aktivitas-aktivitas pemberdayaan.? Atau menurut Adams,

pemberdayaan merupakan cara bagi individu dan kelompok untuk

1 0os M. Anwar, Pemberdayaan Masyarakat di Era Glabalisasi, (Bandung: Alfabeta,
2014),h.1

2 1bid., h. 2



menumbuhkan kemampuan dalam mengelola lingkungan dan mencapai
tujuan, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk bekerja dan saling

membantu untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka.®

Pemaknaan istilah pemberdayaan sebagaimana dirumuskan di atas,
mulai tren pada tahun 90-an walaupun tidak sepepuler namanya, karena
tidak sebanding dengan realisasinya. Realisasi konsep pemberdayaan
terjadi diskursus pamaknaan, yakni pemaknaan secara parsial antara
pembangunan dan pemberdayaan, sehingga menjadi problem dalam
tahapan implementasi program. Permasalahan implementasi tersebut

terjadi karena:

Pertama, pembangunan merupakan istilah baku yang digunakan oleh
pemerintah dalam mencapai. tarap hidup/kualitas hidup yang“lebih baik.
Sehingga, istilah pemberdayaan difahami sebagai suatu  proses
pembangunan yang dimodifikasi dari paradigma yang digunakan

sebelumnya, tetapi bukan antitesa dari‘kegagalan paradigma sebelumnya.

Kedua, paradigma pemberdayaan merupakan suatu model atau
starategi dalam tahapan implementasi konsep pembangunan. Oleh karena
itu, istilah pemberdayaan, pengembangan masyarakat, dan kesejahteraan
sosial serta istilah-istilah lain yang sejajar dengannya dilegitimasi

pemerintah dalam kontek pembangunan nasional. Ketiga, memahami istilah

® Robert Adams, Social Work and Empowerment, (New York: Palgrave
MacMillan, 2003), h. 8



pemberdayaan dan pembangunan secara parsial akan menimbulkan kendala
terutama dalam merubah mineset dan prilaku masyarakat pada tingkat
grassroad, karena selama puluhan tahun mereka hanya mengenal istilah
pembangunan, apapun hasil dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup yang

mereka dapatkan dan rasakan.

Ketiga alasan di atas, tampak jelas ketika pemerintah bahkan BUMN
menggunakan  istilah-istilah  pemberdayaan  dalam  implemntasi
pembangunan nasional. Misalnya, pemerintah membentuk lembaga atau
dinas pemberdayaan masyarakat desa, biro pemberdayaan perempuan
dalam struktur parlemen dan pemerintahan daerah. Istilah pembangunan,
pemberdayaan, dan kesejahteraan yang digunakan oleh pemerintah dan
lembaga-lembaga swasta pada hakekatnya merupakan strategi dalam
mencapai = kesejahteraan " bangsa! 'Karena sesungguhnya, pemerintah
berkewajiban memenuhi hak warga negara® atas kewajiban' warga negara’

yang telah mereka penuhi.

Walaupun demikian, implemtasi konsep pemberdayaan dan
kesejahteraan tersebut belum optimal, sehingga kemiskinan, kebodohan,
ketergantungan masyarakat masih menjadi realitas sekaligus menjadi

wujud ketidakberdayaan masyarakat. Karena, pemberdayaan bukan sekedar

* Kewajiban warga negara adalah membayar pajak, melakukan bela
negara, dan mentaatihukum. Budi Setiyono, Model dan Desain Negara Kesejahteraan,
(Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h.24-25

® Hak warga negara adalah: (1)mendapatkan jaminan (perlindungan)
sosial, seperti mendapatkan kelayakan hidup sejahtera sandang, pangan, papan,
kesehatan, dn pendidikan; (2) mendapatkan perlindungan hukum; (3) hak berpartisipasi
dalam penyelenggaraan negara. lbid., h. 26- 27



memberikan keterampilan, pendampingan, sumbangan atau bantuan,
pemberdayaan lebih pada upaya menjadikan masyarakat berdaya dan
mandiri sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat
setempat. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok masyarakat, terutama
masyarakat miskin. Pemberdayaan sebagai tujuan adalah pemberdayaan
menunjuk pada suatu hasil yang hendak dicapai dalam perubahan sosial,
yaitu masyarakat yang mandiri. Mandiri dan berdaya dalam perspektif
pengembangan masyarakat Islam adalah mandiri dan berdaya dalam aspek
sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya nilai yang

bersumber dari masyarakat itu sendiri.’

Tujuannya adalah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia,
yakni terjaminnya  standar kebutuhan' ekonomi masyarakat.” Sehingga,
masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan, _baik™ dalam bidang
ekonomi, pendidikan, kesehatan, dansspiritual. dengan demikian,
masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan
untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia
lakukan, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam
melakukan tindakan. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan

kemampuan dan rasa percaya diri.® Serta, Menurut Mc. Ardle, dilakukan

6Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Prkatis, (Jakarta:
Kencana Prenada Group,2013), h. 59-60

"Aep Kusnawan, llmu Dakwah :Kajian Berbagai Aspek, (Jakarta: Pustaka
Bani Quraisy, 2004), h. 211
& Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan



olen orang-orang yang secara konsekwen melaksanakan ikeputusan
tersebut.’ Oleh karena itu, orientasi pemberdayaan masyarakat Islam adalah
participation dan sustainable, sehingga masyarakat menjadi subyek
pembangunan. Sementara itu, pembangunan menurut Sondang P. Siagian
adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan
yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.'® Atau,
menurut M. Ali Aziz pembangunan adalah upaya memberikan konstribusi
pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia.** Menurutnya,
pembangunan hendaknya ditujukan untuk mencapai standar kehidupan

ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia.*?

Pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi dan top down yang dipilih
menjadi strategi pembangunan menimbulkan berbagai masalah, karena
paradigma._pertumbuhan ekonomi lebih memusatkan perhatian pada upaya
merangsanguindustrialisasi, seperti penggunaan teknologi, mengakibatkan
kemakmuran pihak-pihak tertentu, seperti pengusaha bermodal dan

pemerintah sebagai pemegang otoritas. Munculnya berbagai masalah sosial,

kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Ul, 2002), cet.ke-1, hal. 162.

° Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora
Utama, 2001), h.3

Taliziduhu Ndraha, Materi Pokok Pembangunan Masyarakat, (Jakarta:
Karunika Universitas Terbuka, 1986), cet. Ke-1, h. 1.5

M. Ali Azis (ed)., Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma
Aksi Metodologi, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2005), h. 5

12 Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan makanan, tempat
tinggal, pakaian dan keesehatan, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan
penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair serta aktualisasi spiritual. Atau,
konsep manusia seutuhnya (insan kamil) dalam paradigma Islam. Ibid., h. 5



ekonomi, dan mental masyarakat yang bermuara pada meningkatnya
pengangguran dan kemiskinan, karena masyarakat hanya dijadikan sebagai
obyek pembangunan. Perbedaan yang sangat esensial antara pemberdayaan
masyarakat Islam dengan pembangunan yang selama ini berlangsung
adalah tingkat peran serta masyarakat dalam tahapan-tahapan implementasi

program pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat Islam memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan atau
menentukan program-program yang didasarkan pada potensi dan minat
mereka secara mandiri sampai pada pelaksanaan serta monitoring, evaluasi,
dan pemanfaatan hasil pembangunan. Allah SWT berfirman dalam surat

al-Kahfi ayat 84:%
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Artinya:“Sesungguhnya Kami telah memberi-kekuasaan kepadanya
di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk

mencapai) segala sesuatu”. (QS. Al-Kahfi (18):84)

Sementara itu, pendekatan top down dalam pembangunan yang telah
terjadi selama ini menjadikan masyarakat sebagai obyek, potensi dan
minat yang ada pada masyarakat terkungkung dalam suatu sistem dan

kebijakan pemerintah yang egois. Istilan pembangunan yang menjadi

13 QS. Al-Kahfi (18):84



paradigma dalam mencapai kesejahteraan bangsa perlu dilakukan
rekonstruksi pendekatan dan orientasi. Buttam up dan atau top down
bukanlah satu pendekatan baku yang dimiliki oleh satu model
pemberdayaan atau pembangunan. Penggunaan pendekatan dan orientasi

pembangunan tergantung pada political will para pemangku kepentingan.

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara
merata berpeluang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila
keterlibatan semua pihak diberi peluang sesuai dengan potensi dan
kebutuhan .M.L. Jhingan berpendapat, hasrat untuk memperbaiki nasib dan
prakarsa untuk menciptakan kemajuan harus muncul dari masyarakat.
Kekuatan ekternal hanya bersifat membantu bukan pengganti. Bantuan
luar hanya bersifat mengawali dan bukan mempertahankan.¢-Semangat
membangun harus datang dari. dalam, tanpa prakarsa masyarakat

pembangunan akan percuma dan segera padam.*®

Ketergantungan terhadap pihakuar menurut Prof. Paul Baran dalam
Jhingan, akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi agar
pembangunan berlangsung secara sustainable harus berakar pada
perekonomian internal.’® Pemerintah sebagai faktor eksternal merupakan
satuan sistem paling umum yang mempunyai tanggung jawab

mempertahankan sistem dan melakukan monopoli paktis mengenai

¥ M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, terjemahan
oleh D. Guritno,(Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2012), h. 41-42

% 1bid., h. 42
18 1bid., h. 42



kekuasaan.’” Posisisnya yang sangat strategis dan mempunyai keahlian
profesional dan fungsional dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan, maka peranan birokrasi yang sangat penting adalah peran

regulator (public policy).*®

Regulasi pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat Yyang
bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (welfare) adalah pembangunan
yang diidam-idamkan masyarakat. Menurut Riyadi yang dikutip oleh Totok
Mardikanto, pemberdayaan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi
tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta
individu-individu yang ada didalamnya yang berkehendak dan

melaksanakan pembangunan itu.’®

Kesejahteraan yang ingin diraih
bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan; sandang,
dan perumahan. Tetapi, menurut Tadaro. dalam Totok Mardikanto, juga
kesejahteraan dalam pengertian: pertama, tercapainya.swasembada dalam
pengertian mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan. dasar, seperti: pangan,
sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan rekreasi.

Kedua, peningkatan harga diri, berkembangnya rasa percaya diri untuk

hidup mandiri, tidak tergantung pada siapapun, terlepas dari penindasan.

7 pariata Westra dkk., Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan

Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Goa, Jurnal OTORITAS
Vol. IV No. 1 April 2014, h. 68-69, diakses pada 4 Agustus 2019

'8 Masana Sembiring, Budaya Dan Kinerja Organisasi, (Bandung:
Fokusmedia, 2012), h. 1

YTotok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan
Maasyarakat dalam PerspektifKebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3



Ketiga,diperolehnya suasana kebebasan, mempunyai kesempatan dan
kemampuan untuk mengembangkan diri untuk memilih alternatif yang baik
dalam mencapai kesejahteraan yang terus-menerus. Kemampuan memenubhi
kebutuhan dasar, kemandirian,dan kebebasan merupakan paradigma
pembangunan Yyang berpihak pada masyarakat, sebagaimana yang
dirumuskan oleh Chambers, yakni pembangunan yang bersifat “people-
centered, participatory, empowering, and sustainable”.* Fenomena
kemiskinan menjadi salah satu penyakit yang berbahaya utamanya bagi
masyarakat Indonesia yang notabene penduduknya beragama Islam, dimana
problematika kemiskinan ini tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan itu
sendiri, melainkan implikasinya yang bisa masuk keberbagai ranah

persoalan kehidupan seperti hukum, kesehatan, pendidikan bahkan terhadap

prilaku penyimpangan Agidah Islam.

Kemiskinan- itu sendiri ditandai oleh keterisolasian; keterbelakangan
dan tidak tersedianyaslapangan pekerjaan.yang layak.sehingga menyebabkan
seseorang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar,
seperti kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Beberapa penyebab
kemiskinan diantaranya ialah masih banyaknya karakter buruk pada
masyarakat itu sendiri, seperti prilaku boros, lemahnya etos kerja, minimnya
ilmu pengetahuan serta daya kreatifitas yang rendah dan lain sebagainya.

Sesungguhnya jika umat Islam benar-benar mengamalkan ajaran

agamanya dengan secara kaffah, maka dengan seizin Allah Swt. masyarakat

2 1pid., h. 5
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akan terhindar dari berbagai macam kemungkaran seperti masalah
kemiskinan dan ketidak berdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Swt. melalui Al-Qur’an dalam

Surat Al-Ra’du Ayat 11 : &
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Artinya : Allah SWT tidak akan merubah kondisi suatu masyarakat,
selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka sendiri.
Apabila Allah telah menghendaki keburukan pada suatu masyarakat
seperti kondisi kemiskinan yang di.sebabkan oleh ulah perbuatan mereka
sendiri, maka tidak ada seorangpun yang dapat melindungi mereka
daripadanya, tidak pula menolak apa yang ditakdirkan Allah pada

mereka.??

Berdasarkan tafsir Al-Qur’an Surat Al-Ra’du Ayat 11 diatas,
menunjukan bahwa kondisi kemiskinan yang menimpa seseorang yang
disebabkan oleh dirinya sendiri tidak akan Allah rubah sebelum adanya
usaha dari diri mereka untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Oleh

sebab itu, dalam konteks mengentaskan permasalahan kemiskinan pada

2l Departemen Agama RI, Al-Qura’an Perkata Transliterasi, (Bandung : Al-
Hambra, 2014), HIm. 250.

22 Ahmad Mustofa Al Maragi, Tafsir Al Maragi, (Semarang : PT Karya Toha,
1994), HIim. 144.
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seseorang atau suatu kelompok masyarakat muslim khususnya, sudah
seharusnya diawali dengan upaya dari diri mereka untuk keluar dari zona
kemiskinan yang dihadapi dengan cara melaksanakan suatu perubahan
pembangunan dalam rangka meningkatkan keberdayaan dan kemandirian

masyarakat tersebut.

Sehubungan dengan penelitian saya ini adalah peranan majelis taklim
dalam menjalankan kegiatan dan prilaku yang diharapkan dari pengurus dan
guru-guru ngaji majelis taklim. Sejak masuk dan berkembangnya Islam di
Indonesia selalu diiringi oleh berdirinya lembaga-lembaga Islam, baik
lembaga pendidikan, seperti lembaga dakwah seperti majelis taklim.
Lembaga dakwah berkembang pesat terutama sejak peralihan kekuasaan
dari orde lama ke orde baru sampai sekarang ini. Sebagai lembaga dakwah
sekaligus wadah pembinaan ‘umat; maka majelis taklim mempunyai

beberapa.fungsi, di antaranya:

1. Wadah untuk’ menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada
jama’ahnya

2. Wadah yang memberi peluang kepada jama’ahnya untuk
melakukan tukar menukar pikiran, berbagi pengalaman dalam
masalah keagamaan

3. Wadah yang dapat membina keakraban di antara sesama
jamaahnya dan

4. Sebagai wadah informasi dan kajian keagamaan serta kerjasama



12

di kalangan umat.?®

Fungsi majelis taklim yang begitu penting disadari
oleh berbagai pihak, yang ditandai oleh lahirnya banyak
majelis taklim terutama di kota-kota besar baik yang
diprakarsai oleh umat yang membutuhkannya, maupun yang
terbentuk atas prakarsa tokoh agama, lembaga keagamaan
maupun tokoh politik. Majelis taklim bukan hanya
berkembang di perkotaan, tetapi pedesaan pun tidak kalah
semaraknya. Tidak terkecuali di desa Sukadamai kecamatan
Natar kabupaten lampung selatan terdapat majelis taklim
yang difungsikan sebagai wadah masyarakat dalam menimba
ilmu keagamaan. Berdasarkan pengamatan penulis secara
partisipatif mengindikastkan cukup antusiasnya  masyarakat
dalam belajar ilmu agama, hal ini menunjukkan.masth tinggi
kesadaran dalam menggali dan memahami pentingnya
pengetahuan ilmu agama‘lslam.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti,
majelis taklim yang terdapat di desa Sukadamai kecamatan
Natar kabupaten lampung selatan yang menarik untuk diteliti
karena majelis taklim tersebut semenjak dari berdirinya
hingga sekarang masih tetap eksis dalam melakukan kegiatan

pengajian sebagai salah satu upaya dakwah kepada

% Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu pengantar, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-45, Ed. Revisi, h. 21
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masyarakat desa Sukadamai. Adapun majelis-majelis tersebut
adalah majelis taklim FORSMART (Forum Silaturahmi
Masyarakat ) desa Sukadamai kecamatan Natar kabupaten
lampung selatan Selanjutnya yang menarik bagi peneliti
memilih di desa Sukadamai ini dikarenakan Masyarakat desa
sukadamai yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sawah
sebagai petani dan minim akan pendidikan formal maupun
keagamaan, sehingga terdapat beberapa potensi-potensi
kemungkaran, yang ikut andil didalamnya yang
mendatangkan kegelisahan, sehingga menjadi kekhawatiran
yang sangat mengusik bagi penulis dan majelis taklim
FORSMART (Forum Silaturahmi Masyarakat ) desa
Sukadamal  kecamatan Natar kabupaten lampung, selatan
untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut dansharapannya
tidak ada lagi hal seperti-itu lagi.

Kondisi ekonomi masyarakat desa Sukadamai secara
secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah
tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan
kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya
disektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar
disektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani,
petani sayur, buruh perkebunan kelapa sawit dan sebagian

kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, Guru,
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tenaga medis, TNI/Polri dan lain-lain.
Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian
sebagai buruh harian lepas, selengkapnya sebagai berikut :
Tabel |

Penduduk Berdasarkan Kondisi ekonomi Tahun 2019

No Profesi Jumlah (KK)
1 Petani 900

2 Pedagang 150

3 |PNS 15

4 Buruh 1005

5 TNI/Polri 6

Sumber: Data Monografi Desa Sukadamai Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa desa Sukadamai kecamatan Natar
kabupaten_lampung selatan merupakan wilayah yang masih banyak memiliki
masyarakat yang bekerja non formal. Ini Dberarti, tren pemberdayaan dalam
mencapai kesejahteraan hidup 'masyarakat masih dalam tahap proses
mengentaskan kemiskinan. Mayoritas masyarakat desa Sukadamai kecamatan
Natar kabupaten lampung selatan dalam keadaan miskin, yakni 452 KK dalam
katagori belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara wajar.

Namun terdapat beberapa masalah yang menjadi kendala dalam
menerapkan kegiatan pemberdayaan, dari beberapa permasalahan penelitian di
atas, penulis berpendapat bahwa peran pemberdayaan masyarakat Islam melalui

majelis taklim FORSMART (Forum Silaturahmi Masyarakat ) desa Sukadamai
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kecamatan Natar kabupaten lampung selatan masih terdapat permasalahan karena

terkendala belum bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dengan

artian lain, pemberdayaan masyarakat Islam pada aspek agama yang dilakukan

pengurus majelis taklim tidak di barengi dengan pemberdayaan pada aspek

ekonomi. Karena konsep pemeberdayaan itu harus dilaksanakan bersamaan

antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. ldentifikasi Masalah

Dari uraian dan penjabaran yang telah penulis sampaikan diatas, maka

permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a.

Lembaga non formal majelis talim FORSMART (Forum
Silaturahmi Masyarakat):mempunyai peran dalam ‘mewujudkan
pemberdayaan masyarakat sebagai wujud lembaga yang
memiliki kemampuan dan kewajiban terhadap kemungkaran
yang terjadi'di masyarakat desa Sukadamai.

Problem kemiskinanan masyarakat yang disebabkan oleh Tingkat
pendidikan masyarakat mayoritas lulusan sekolah dasar,
pengetahuan dan kemampuan serta disamping sempitnya
lapangan pekerjaan layak sehingga masyarakat desa Sukadamai
mencari rizki dengan cara yang kurang baik sehingga munculah
potensi- potensi kemungkaran yang terjadi di desa Sukadamai

kecamatan Natar kabupaten lampung selatan.
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c. Masyarakat desa Sukadamai kecamatan Natar kabupaten
lampung selatan belum sepenuhnya mengamalkan ajaran yang
telah disampaikan dalam Al-Qur’an secara kaffah, sehingga diri
mereka tidak memiliki keyakinan bahwa nasib mereka akan
berubah manakala mereka sendiri mengawalinya dengan

perubahan kearah yang lebih baik.

d. Keterlibatan masyarakat desa Sukadamai dalam program
pemberdayaan yang dilakukan majelis taklim FORSMART
(Forum Silaturahmi Masyarakat ) terhadap masyarakat masih
rendah.

e. Komitmen Lembaga non formal majelis talim FORSMART
(Forum Silaturahmi Masyarakat) tentang pengelolaan_sumber
daya alam dan sumber daya manusia, serta pembiayaan dalam
pengentasan kemiskinan sangat besar, tetapi kurang terprogram
dalam.diiringi dengan keseriusan Kualitas pengelolaan.

2. Batasan Masalah
Berdasarkan  penjabaran  poin-poin identifikasi masalah
dipandang masih sangat luas, penulis memberikan batasan agar
pembahasan dapat terfokus pada inti permasalahan. Adapun batasan
masalah dalam pembahasan ini ialah, bahwa penulis dalam penelitian ini
membatasi permasalahannya pada pemberdayan majelis taklim, yang
terfokus di satu objek penelitan tempat majelis taklim saja, yaitu pada

majelis taklim FORSMART (forum silaturahmi masyarakat), yang
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beralamat di desa Sukadamai kecamatan Natar Lampung selatan.

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
proses pemberdayaan majelis taklim FORSMART (Forum Silaturahmi
Masyarakat) Terhadap Masyarakat Islam Didesa Sukadamai Kecamatan Natar
?
D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan, maka tujuan pokok dari
penelitian ini ialah untuk mengetahui secara mendalam dan mengembangkan
bagaimana proses pemberdayaan masyarakat Islam melalui kegiatan majelis
taklim dalam pemberdayaan masyarakat islam melalui forum silaturahmi
masyarakat (FORSMART) di Desa Sukadamai Lampung Selatan. Selain dari
itu, . penelitian -ini  juga bertujuan untuk mengetahui hasil pemberdayaan
masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh majelis taklim FORSMART di desa
Sukadamai kecamatan Natar.
E. Manfaat Penelitian
Adapun berbagai kegunaan penelitian yang bisa dicapai dan dirasakan
manfaatnya ialah:
a.  Kegunaan Teoritis
1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan
sebagai bahan masukan dalam penelitian sosial pada pengembangan

ilmu sosial secara umum dan secara khusus bagi Jurusan
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Pengembangan Masyarakat Islam.

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan
untuk penelitian sejenis yaitu penelitian yang berkaitan dengan
Pemberdayaan Masyarakat Islam melalui forum silaturahmi
masyarakat (FORSMART) di desa Sukadamai Lampung Selatan.

b.  Kegunaan Praktis

1) Sebagai sumbang asih terhadap dunia perpustakaan, khususnya dalam
tema peran majelis taklim dalam pemberdayaan masyarakat islam
melalui  forum silaturahmi masyarakat (FORSMART) Desa
Sukadamai Kecamatan Natar Lampung Selatan.

2) Memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan pertimbangan bagi
setiap masyarakat terkait dengan kegiatan forum silaturahmi
masyarakat (FORSMART): Desa Sukadamai Kecamatan Natar
Lampung Selatan.

F. Kerangka fikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian, sebab
mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, dalam hal ini yaitu guna
mengetahui dan mengembangkan proses peran majelis taklim dalam
pemberdayaan masyarakat islam melalui forum silaturahmi masyarakat
(FORSMART) Desa Sukadamai Lampung Selatan, serta ingin mengetahui
faktor yang mendukung dan penghambat pada masyarakat di Desa Sukadamai
Kecamatan Natar Lampung Selatan. FORSMART merupakan wadah dari

kalangan masyarakat yang bergerak pada kegiatan keagamaan yaitu mengajak
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masyarakat terlebih ibu-ibu untuk lebih produktif kegiatan sosial, keagamaan
dan kegiatan positif lainnya.

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri ialah suatu upaya yang dilakukan
secara sadar dan terencana oleh seseorang, kelompok dan atau sebuah instansi
dengan menggunakan sumber daya masyarakat serta potensi lokal yang ada
pada lingkungan mereka sehingga dapat menciptakan kondisi kehidupan yang
layak baik dalam segi agama, politik maupun ekonomi sehingga dapat
menjadikan masyarakat mempunyai keberdayaan untuk menghadapi tantangan
hidup dan memecahkan berbagai permasalahan.

Penelitian ini juga terfokus pada pemberdayaan masyarakat Islam yang
berada di Provinsi Lampung, yaitu: Sukadamai, kecamatan Natar Lampung
Selatan. Nantinya penulis ingin mengetahui dan mengembangkan bagaimana
proses pemberdayaan yang dilakukan oleh. Forum Silaturahmi Majelis Takim
Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Lampung Selatan, yang
mempunyai tujuan-dengan. melihat berbagai- macam faktor, baik yang
mendukung maupun yang menghambat ‘dari lingkungan internal maupun
eksternalnya.

. Kajian Pustaka

Dari berbagai pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat Islam
melalui Forum silaturami Masyarakat kecamatan Natar lampung Selatan,
dapat digambarkan dalam skema kerangka pikir sebagai berikut. Penelitian ini

secara umum membahas tentang pemberdayaan masyarakat Islam. Untuk
mengetahui keaslian dari penelitian ini, maka perlu disajikan penelitian terdahulu

yang terkait dengan fokus penelitian ini, yaitu :
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Penelitian ini secara umum membahas tentang pemberdayaan ekonomi
masyarakat Islam melalui industri serabut kelapa. Untuk mengetahui keaslian
dari penelitian ini, maka perlu disajikan penelitian terdahulu yang terkait

dengan fokus penelitian penulis, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Fariza Makmun,
Mahasiswa Pasca Sarjana S3 UIN Raden Intan Lampung, Program
Pengembangan Masyarakat Islam, Tahun 2020 yang meneliti tentang Peran
Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Untuk Kesejahteraan
Masyarakat Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Rumusan masalah:
Bagaiamana pengaruh implementasi peran pemerintah Daerah terhadap
kesejahteraan masyarakat dan bagaiaman pengaruh implementasi peran
pemerintah Daerah terhadap program pemberdayaan masyarakat Islam pada

Desa tertinggal di Provinsi Lampung.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif
(mixed research). Pendekatan kuantitatif'dengan jenis penelitian survey dan
kuesioner sebagai alat pengumpul data. Statistik deskriptif dan regresi
berganda sebagai teknik analisis. wawancara, observasi, dan dokumentasi
sebagai alat pengumpul data pendekatan kualitatif terhadap informan yang

ditentukan dengan cara snowball sampling.

Adapun hasil penelitian tersebut menemukan: Pertama, peranan
pemerintah dan kesejahteraan masyarakat dalam katagori tinggi, yakni rata-

rata 79.53%. Pemberdayaan masyarakat Islam dalam katagori sedang, yakni
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rata-rata 59.31%. Sedangkan, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam
katagori tinggi, yakni rata-rata 73.79%. Kedua, Implementasi kebijakan dalam
bidang SDM, SDA, dan Sumberdaya Finansial ada signifikansi yang tidak
nyata terhadap kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual,
yakni yakni r =0,0012 = 0.000. Tetapi ada signifikansi yang nyata terhadap
partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan kerja terorganisir serta
partisipasi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program
pemberdayaan masyarakat, yakni r =0,2602 = 0.068. Partisipasi masyarakat
dalam mengikuti pelatihan dan kerja terorganisir serta partisipasi dalam
mengambil keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
ada signifikansinya terhadap tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan
spiritual masyarakat desa tertinggal di Provinsi Lampung, yaitur = 0,0562 =

0.003.%

Kedua,. penelitian yang dilakukan oleh saudara="Alifiano Arif
Muhammad, MahasiswasPasca Sarjana S2_WUIN Sunan. Kalijaga Yogyakarta,
Program studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerja Sosial
tahun 2015 yang meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank
Sampah di Perum Gumuk Indah, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean,
Sleman Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana
konsep pemberdayaan masyarakat melalui program Bank sampah dan

bagaimana implementasi pemberdayaan yang dilakukan masyarakat Perum

% Makmun Farizal, Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam
Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Jurnal Disertasi.
2020
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Gumuk Indah, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode
kualitatif dengan sifat deskriptif serta dalam mengumpulkan data

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh warga Perum
Gumuk Indah melalui Bank Sampah, antara lain: Konsep pemberdayaan yakni
memberikan program pengetahuan untuk memberikan pengetahuan terhadap
persoalan sampah agar menjadi sesuatu yang bernilai dan memberikan
program pelatihan dengan sisa hasil sampah bisa didaur ulang menjadi barang
kerajinan. Implementasi pemberdayaan yakni membangun kesadaran
masyarakat bertujuan menyadarkan masyarakat untuk mengelola sampah dan
pemberdayaan ekonomi produktif dengan hasil daur ulang sampah bisa

dijadikan bahan kerajinan'yang bisa dijual kembali.

Adapun hasil pemberdayaannya, pertama, warga peduli mengelola
lingkungan yang berarti~dengan mengelola sampah masyarakat bisa peduli
dalam menjaga lingkungan. Kedua, dampak Bank Sampah yang terdiri dari
dampak ekologis, dampak ekonomi dan dampak sosial. Ketiga, munculnya

perspektif baru bagi masyarakat terhadap Bank Sampah.*®

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudari Amanah Aida Qur’an.

Mahasiswi pasca sarjana IAIN Purwokerto, program studi Ekonomi Syariah,

% Arif Muhammad Alifiano, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di
Perum Gumuk Indah, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Sleman Yogyakarta.
Jurnal Tesis. 2015
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Tahun 2017 yang meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) (Studi Pada KUBE Kaligondang Purbalingga Jawa
Tengah), dengan rumusan masalah : Bagaimana kelompok usaha bersama
dalam pemberdayaan masyarakat dan bagaimana analisis ekonomi syariah
terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha

bersama di Kaligondang, Purbalingga Jawa Tengah.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif
kualitatif dengan menggunakan teknik interview, observasi dan dokumentasi

sebagai alat pengumpulan data.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pemberdayaan masyarakat dalam
KUBE masih berada pada tingkat manipulasi. Dalam perspektif Islam,
pemberdayaan masyarakat menekankan perubahan sosial, seperticdijelaskan
dalam QS. ar-Ra’du.ayat 11. Pemberdayaan masyarakat dalam KUBE di
Kaligondang belum sesuail dengan ekonomi Islam. Karena belum tercapainya
kesejahteraan dan perubahan sosial anggota KUBE dan masyarakat

sekitarnya.?

Penelitian-penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian
yang dilakukan oleh penulis, vyaitu sama-sama meneliti tentang

pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan ialah deskriptif

% Aida Qur'an Amanah, Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) (Studi Pada KUBE Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah).
JurnalTesis, 2017.
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kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara,
observasi dan dokumentasi. Adapun yang membedakan hasil dari penelitian
ini ialah Peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Forum silaturahmi
masyarakat (FORSMART) Di Desa Sukadamai Kecamatan Natar lampung
Selatan dengan tiga tahap yaitu menciptakan keadaan pengembangan potensi
masyarakat, memperkuat potensi dan mengembangkan baik pengetahuuan,

Kreativitas, kegiatan positif masyarakat.



BAB 11

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Peran Majelis Ta’lim
1. Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah kompleks pengharapan
manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam
situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial.*® Sedangkan dalam
Kamus Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang menjadi bagian atau
memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya peristiwa.** Mayor
Polak juga berpendapat bahwa peranan memiliki dua arti, yaitu:

a. Dari sudut individu berarti sejumlah peranan yang timbul..dari
berbagai pola yang dirdalamnya individu tersebut ikut aktif.

b. Peranan secara umum menunjuk pada keseluruhan peranan itu dan
menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya,
serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.*

Sedangkan menurut Viethzal Rivai dan Sylviana Murni
peran dapat diartikan sebagai prilaku yang diatur dan diharapkan dari
seseorang dalam posisi tertentu.®® Peran secara bahasa perangkat

tingkah yang diharapkan untuk dimiliki oleh orang yang

%0 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him. 106

%! Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2003), him. 735

%2 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan: Sosiologi tentang Berbagai Problem
Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), him. 41

%% Viethzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management: Analisis Teori dan Praktek,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 202

25
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berkedudukan dalam masyarakat.** Menurut Soerjono Soekanto
peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Setiap orang
mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran
yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan
peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah
seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari
perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.*

Peran yaitu serangkaian perilaku yang diharapkan pada
seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara
formal maupun secara informal. peran didasarkan pada preskripsi
(ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang harus
individu lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi
harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut
peran-peran tersebut.®

Peran juga tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam
suatu kegiatan.®* Peran ‘merpakan sesuatu yang jadi bagian atau
memegang pimpinan yang utama.*® Peran adalah aspek yang dinamis
dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan dengan kedudukannya, maka dia

* Wirutomo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pustaka Media, 2007), h. 845.
% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, 1986, him 25.
*Friedman, Marilyn M, Family Nursing, Theory & Practice, (Jakarta: EGG,1992), h. 286.
$Meity Taqdir Qodratillah, Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar, (Jakarta:Badan
pengembangan dan pembinaan bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 402.
*poerwadarminta, W. J. S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), h. 869.



27

menjalankan suatu peran.*® Peran disini lebih banyak merujuk pada
fungsi penyesuaian diri, dan suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa
seseorang menduduki suatu status (posisi) atau tempat dalam
masyarakat serta menjalankan suatu peran. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) peran ialah seperangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh
orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatau
system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam
maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran itu sendiri merupakan
bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi
sosial tertentu.*’

Makna' dari, katas “petan” sebenarnya dapat dijelaskan
melalui  beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis
menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama
atau teater yang-hidup subur padazaman Yunani kuno atau Romawi.
Dalam arti ini, peran merujuk pada Kkaraterisasi yang disandang
untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.
Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial,

yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan

¥50ekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 268. 12 Wolfman,
Brunetta R, Peran kaum wanita,(Yogyakarta:kanisius.1992) Hal 10. 13Suhardono, edy, teori peran,
konsepdevirasidan implikasinya,(Jakarta:gramedia pustaka utama 1994 ) Hal 15.

“Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tentang Peran, secara etimologis peran dapat
diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam
masyarakat. Peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan
karena suatu jabatan. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia’” mempunyai arti
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seseorang ketika menduduki suatu karakteriasasi (posisi) dalam
struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat
operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu
batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama
berbeda dalam satu “penampilan/unjuk peran”.41

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang
dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan
suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah
untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dipisah-
pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
Dari uraian pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan Peran adalah
kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan “peran yang
dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus.

David Berry mengatakan, “Identitas Peran, terdapat sikap
tertentu dan perilaku actual yang konsisten dengan sebuah peran, dan
yang menimbulkan identitas peran (role identify). Orang memiliki
kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka
mengenali terjadinya situasi dan tuntunan yang secara jelas
9942

membutuhkan perubahan besar.

Peran menurut  Soekanto,“adalah roses  dinamis
9

“Edy Suhardono,“TEORI PERAN Konsep, Derivasi, dan Implikasinya” Gramedika
Pustaka Utama, Jakarta, 1994. HIm.3.

*Definisi  Peran dan Pengelompokan Peran menurut Para Ahli, (Online),
(http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html)  dikunjungi
pada tanggal 05 Maret 2017 pukul 13.13.
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kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya dalam menjalankan suatu peranan.
Perbedaan antara kedudukan dengan pernan adalah untuk
kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan
karena saling bergantung satu sama lain begitupula sebalikny'cl.”43

John M.lvancevich, Robert, dan Michael T.Matteson,
berpendapat bahwa “setiap jabatan dalam struktur kelompok
memiliki peran yang menentukan perlaku yang diharapkan dari si
pemgang jabatan. Selain peran yang diharapkan (Expected Role)
terdapat juga peran yang dipersepsikan (Perceived Role) dan peran
yang dijalankan (Enacted Role). Peran yang dipersepsikan
(Perceived Role) adalah seperangkat perilaku yang dalam keyakinan
seseorang harus'ia laukan karena posisinya sedangkan peran yang
dijalankan (Enacted Role) adalah perilaku yang.« benar-benar
dijalankan-oleh orang tersebut.’** Adapun menurut Kozier, peran
adalah “seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain
terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam

maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk perilaku

yang diharapkan dari sesorang pada situasi tertentu.”* Rivai, juga

*3Soekanto, Soerjono, sosiologis Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. HIm. 98.
*Reza Syahputra, Peran Dinas Kesehatan Kota Dalam Pencegahan Penyakit Hiv/Aids
Di Kota Samarinda, Fakultas llmu Sosial & lImu Politik, Universitas Mulawarman, eJournal IImu
Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1856 — 1870, (Online), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
dikunjun% pada tanggal 05 Maret 2017 pukul 13.55.
Ibid.
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menegaskan bahwa peran dapat diartikan sebagai “perilaku yang
diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika
diartikan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan
sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh
instansu/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut. Pemaparan teori
tersebut mengindikasikan bahwa peran yang dimaksud sangat
dipengaruhi oleh posis yang didudukinya, jadi seseorang
menjalankan dikatakan menjalankan perannya dikarenakan ada
sebuah kedudukan atau posisi yang disandangnya.”46

Definisi yang paling umum mengenai “peran” adalah
bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa
perilaku yang harus dilakukan seseorang yang menduduki suatu
posisi.*” Pengertian Peran kata peran diambil dari istilah teater dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok
masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap
keadaan dan cara bertingkah “laku untuk menyelaraskan diri kita
dengan keadaan.”® Peran merupakan seperangkat patokan, yang
membatasi apa perilaku yang mesti diakukan oleh seseorang yang
menduduki suatu posisi dan peran adalah proses dinamis kedudukan

status.*®

*® Ibid.

*" Edy Suhardono, “TEORI PERAN Konsep, Derivasi, dan Implikasinya” Gramedika
Pustaka Utama, Jakarta, 1994. HIm.3.

“*®Wolfman, Brunetta R, Peran kaum wanita, (Y ogyakarta:kanisius.1992) Hal 10.

**Soekanto, soerjono, sosiologi suatu pengantar,(Jakarta:Edisi baru rajawali pers.2009)
hal 212-213.
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Peran dapat diartikan sebagai orentiasi dan konsep dari
bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial,
dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun
organisasi akan berprilaku sesuai harapan orang atau
lingkunganya.*®Adapun pembagian peran menurut soekanto, peran di
bagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut.”

1) Peran aktif Adalah peran yang diberikan anggota kelompok
karena kedudukanya di dalam kelompok sebagai aktifitas
kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

2) Peran partisipatif Adalah peran yang diberikan oleh anggota
kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan
yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran pasif/Adalah sumbangan anggota kelompokyang bersifat
pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agarmemberikan
kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga
berjalan dengan baik. Peran ‘juga dapat dilakukan dalam bentuk
amal usaha atau karya nyata Uraian tersebut dapat disimpulkan
bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang
membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan
suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah

disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya

Riyadi, perencanaan pembangunan daerah strategi pengendalikan potensi dalam
mewujudkan otonomi daerah,(Jakarta: Gramedia 2002) Hal 138.

SSoekanto soejono, sosiologi sebagai pengantar (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
2001)Hal 242.
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dan peran adalah tindakan yang dilakukan baik secara individu
maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu
peristiwa.
2. Bahasa Peranan

Sebuah tipologi peran dapat menuntun seseorang pekerja
masyarakat untuk berpikir tentang pekerjaan seandainya ia hanya
mengerjakan satu hal pada suatu waktu. Seseorang berpikir atas dirinya
sendiri, contohnya, sebagai seorang yang “berkedudukan”, seorang
“organizer”, atau seorang “pendidik”, dan seperti bergerak dari satu peran
spesifik ke peran lainnya. Bagaimanpun, realitas kerja masyarakat, dalam
satu aktivitas, seorang pekerja masyarakat sering berpenampilan dengan

tiga wajah peran pada satu waktu.*?

B. Majelis Taklim
1. Pengertian Majelis Taklim

Secara etimologis majelis ta’lim adalah tempat mengajar, tempat
mendidik, tempat melatih, atau tempat belajar, tempat berlatih, dan tempat
menuntut ilmu. Sementara, secara terminologis (makna/pengertian), majelis
ta’lim mengandung beberapa pengertian yang berbeda-beda. Effendy
Zarkasyi mengatakan, “Majelis ta’lim bagian dari model dakwah dewasa ini
dan sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan
agama”. Syamsuddin Abbas juga mengemukakan pendapatnya, di mana ia

mengartikan sebagai: “Lembaga pendidikan non-formal Islam yang

52Jim Ife dan Frank Tesoriero, Penerj. Sastrawan Manullang, Nurul yakin, M.
hursyahid, Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi,
(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-2, h. 556
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memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan
diikuti oleh jamaah yang relatif banyak.”*?

Kemudian Musyawarah Majlis Taklim Se-DKI pada tanggal 9-10
Juli 1980 merumuskan definisi (ta’rif) majelis taklim, yaitu lembaga
pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum tersendiri,
diselenggarakan secara berkala dan teratur serta diikuti peserta jamaah yang
relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan
hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah Swt.,
(habluminallah), dan antara manusia dan sesama (habluminannaas) dan
dengan lingkungan dalam rangka membina pribadi dan masyarakat bertakwa
kepada Allah Swt.>*

Selain itu, sesuai dengan realitas dalam masyarakat, majelis taklim
bisa juga diartikan sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan
kegiatan belajar-mengajar (khususnya bagi kaum Muslimah) dalam
mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan tentang agama
Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang
memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya.*
Bahwa menurut akar katanya, istilah majelis ta’lim tersusun dari gabungan
dua kata, yaitu: majelis yang berarti tempat dan kata ta’lim yang berarti
pengajaran. Maka majelis ta’lim berarti tempat pengajaran atau pengajian

bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran Islam.

*Muhsin MK. Op Cit, him.2

*bid., h. 2

*° Ibid.

Helmawati, Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta’lim Peran Aktif
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Helmawati mengutip Dedeng Rosidin dalam bukunnya Akar-akar
Pendidikan dalam Al-Quran dan Al-Hadits “Kajian Sematik Istilah-Istilah
Tarbiyat, Ta’lim, Tadris, Tahdzib, dan Ta’dib, menyatakan bahwa kata
ta’lim adalah masdhar dari ‘allama. Para ahli bahasa Arab telah
memberikan arti pada kata ‘a/ima dengan beberapa arti. Arti-arti itu dapat
dilihat dalam penggunaannya di kalangan orang Arab. Misalnya,
‘alimatu’sy-Syai-a artinya ‘araftu (mengetahui, mengenal), ‘alima bi’sy-
syai-l artinya sya’ara (mengetahui, merasa), dan ‘alima’arrajula artinya
khabarahu (memberi kabar padanya).®’

Kata ra’lim artinya falginu’d-darsi (pengajaran) dan bermakna at-
tahdzib. Az-Zubaidi menyebutkan bahwa ta’lim dan al-i’lam adalah satu
makna, yaitu pemberitahuan. Sejalan dengan pendapat di atas, Al-Asfahani
menambah penjelasan lebihsrinci untuk. membedakan makna di antara ke
duanya, menurutnya: Kata a’lamtuhu dan ‘allamtuhu padas@salnya satu
makna, hanya saja al-i’lam diperuntukan bagi pemberitahuan yang cepat,
sedangkan ta’lim bagi-pemberitahuan yang dilakukan dengan berulang-
ulang dan sering sehingga berbekas pada diri muta’allim (peserta didik).
Dan ta’lim adalah menggugah untuk mempersepsikan makna dalam
pikiran.*®

Berdasarkan uraian diatas, apa yang dikemukakan Al-

Ashfahani cukup jelas dan dapat dipahami dalam hal pemberian makna kata

Majelis Ta’lim Meningkatkan Mut u Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hIm.76
*" Helmawati, Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta’lim Peran Aktif
Majelis Ta’lim Meningkatkan Mutu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), him.78

% 1bid, him.79
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ta’lim. Dan Kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa makna ta’lim secara
bahasa adalah memberitahukan, menerangkan, mengkabarkan, sesuatu
(ilmu) yang dilakukan secara berulang-ulang dan sering sehingga dapat
mempersepikan maknanya dan berbekas pada diri jamaah (muta’allim).
Dalam penggunaan makna, selanjutnya fa’lim diartikan dengan makna
pengajaran dan kadang diartikan juga dengan makna pendidikan.>®
Helmawati mengutip Dedeng Rosidin  menyatakan makna ta’lim
berdasarkan dari beberapa ahli, di antaranya:®°

a. Ta’lim adalah proses pemberitahuan sesuatu dengan
berulang-ulang dan sering sehingga muta allim (siswa) dapat
mempersepsikan maknanya dan berbekas pada dirinya.

b. Ta’lim adalah kegiatan yang dilakukan oleh mu allim.dan
muta’allim
yang menuntut adanya adab-adab tertentu, bersahabat, dan
bertahap.

c. Penyampalan materi ‘dir dalam ta’lim diiringi dengan
penjelasan, sehingga muuta’allim menjadi tahu dari yang
asalnya tidak tahu dan menjadi paham dari yang asalnya tidak
paham.

d. Ta’lim bertujuan agar ilmu yang disampaikan bermanfaat,
melahirkan amal saleh, memberi petunjuk ke jalan

kebahagiaan dunia akhirat untuk mencapai ridha Allah SWT.

% bid, him. 79
% hid, him. 79
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Ta’lim merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mua’allim.
Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekedar penyampaian
materi, melainkan disertai dengan penjelasan, makna dan
maksudnya, sehingga mu allim menjadi paham, terjaga dan
terhindar dari kekeliruan, kesalahan, dan kebodohan.

Ta’lim dalah pembinaan intelektual, pemberian ilmu yang
mendorong amal yang bermanfaat sehingga muta 'allim akan
menjadi suri teladan baik dalam perkataan maupun dalam
setiap perbuatanya.

Ta’lim dilakukan dengan niat karena Allah SWT dengan
metode yang mudah diterima. Makna ini menunjukkan pada
motivasi dalam ta’lim dan caranya, yaitu melalui metode
yang mudah diterima. Maksudnya adalah seorang guru harus
mengusahakan agar pengajaran yang diberikan.kepada murid
mudah diterima dan ia harus memikirkan metode yang akan
digunakan.

. Setiap muallim dalam kegiatan ¢« 'lim tidak boleh pilih kasih,
sayang kepada yang bodoh, berprilaku baik dalam mengajar,
berikap lembut, memberi pengertian dan pemahaman, serta
menjelaskan dengan menggunakan atau mendahulukan nash
tidak denggan ra yu kecuali bila diperlukan

Pada kegiatan ta’lim tersirat adanya mu’allim (guru sebagai

pengajar), yu’allim (proses kegiatan belajar mengajar),
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muta’allim (murid yang menerima pelajaran), dan al’ilmu
(materi atau bahan yang disampaikan).

I. Mu’allim yang sebenarnya secara mutlak adalah Allah SWT,
karena Dia sebagai sumber ilmu dan Dia-lah pemberi ilmu.

J.  Mu’allim harus senantiasa meningkatkan diri dengan belajar
dan membaca sehingga ia memperoleh banyak ilmu.

K. Mu’allim senantiasa berlaku baik, tidak suka menyiksa fisik,
balas dendam, membenci dan mencaci murid.

Sesuai dengan realitas dalam masyarakat, majelis ta’lim bisa juga
diartikan sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan
belajar-mengajar (khususnya bagi kaum Musliamah) dalam mempelajari,
mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan tentang agama Islam.dan
sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan

kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya.®

. Sejarah Majelis. Ta’lim
Majelis ta’lim ‘merupakan pendidikan yang tertua dalam sejarah
Islam dan tidak dapat dilepaskan dari perjalanan dakwah islamiah sejak
awal, yang dimulai sejak saat Rasulloh SAW mengadakan kegiatan kajian
dan pengajian di rumah Argam bin Abil Argam (Baitul Argam), yang
dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi.?? Di kediaman Al-Argam bin
Abi Al-Argam yang juga telah masuk Islam, beliau membacakan ayat-ayat

Alquranul Karim yang telah diturunkan kepadanya serta mengajarkan

% Muhsin MK, Op Cit, him. 2
%2 1bid, him. 3
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hukum-hukum agama dan syariat yang diturunkan saat itu kepada
mereka.®®

Pada saat itu, Rasululloh SAW sudah berhasil mengislamkan
beberapa orang perempuan, selain istrinya sendiri, Khadijah binti
Khawailid RA, juga Fatimah binti Khattab RA, adik Umar bin Khattab
RA. Ini artinya dalam pengajian yang diadakan oleh Rasululloh SAW itu
sudah ada jamaah dari kaum muslimah. Ketika itu, jamaah pengajian
masih bercampur dan menyatu antara kaum laki-laki dan perempuan, di
mana kaum laki-lakinya di ataranya adalah Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi
Thalib dan Zaid bin Haritsah.**

Hanya bedanya, jika pada zaman Rasululloh SAW jamaah majelis
ta’lim terdiri atas laki-laki dan perempuan, kini sebagian besar jamaahnya
adalah kaum muslimah, khususnya kaum ibu-ibu. Bila jamaahnya bersifat
campuran laki-laki dan perempuan, kegiatan itu lebih«dikenal dan
dinamakan sebagai pengajian umum.65

Di masa Islam Mekkah, Nabi™ Muhammad SAW menyiarkan
agama Islam secara sembunyi-sembunyi, dari satu rumah ke rumah
lainnya, dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan diera Madinah,
Islam diajarkan secara terbuka dan diselenggarakan di masjid-masjid. Hal-
hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu mendakwahkan

ajaran-agjaran Islam baik diera Mekkah maupun Madinah adalah cikal

®*Musthaa as-Siba’i, Sirah Nabawiah Pelajaran Dari Kehidupan Nabi, (Solo: Era Adicitra
Intermedia, 2011), him. 38
® Muhsin MK, Op Cit, him. 3

% 1bid, him. 3
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bakal berkembangnya majelis ta’lim yang dikenal saat ini.66 Dilndonesia
kegiatan pengajian sudah ada sejak pertama Islam datang. Ketika itupun
dilaksanakan dari rumah ke rumabh, surau ke surau, dan masjid ke masjid.

Para wali dan penyiar Islam ketika itu telah menjadikan pengajian
untuk menyebarkan dakwah Islam dalam masyarakat. Kegiatan semacam
inilah yang pada giliranya pula telah menjadi cikal bakal berdirinya
Muhammadiyah (1912) di Yogyakarta, Persatuan Islam (Persis) (1924) di
Bandung, dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.67
Berdirinya majelis ta’lim ini juga tidak terlepas dari perkembangan situasi
keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik dizaman rezim Orde Baru, yang
dikenal represif dan telah memarjinalkan peran umat Islam dalam
pembangunan nasional. Karena itu, kegiatan dakwah benar-benar
mendapatkan tantangan yang berat.. Kendati demikian, ‘bagaikan air
mengalir, kegiatan dakwah terus berjalan dalam masyarakatskarena umat
Islam berhasil -mencari jalan lain dalam menghidupkan kegiatan ini.
Diantaranya dengan“mengadakan pengajian-pengajian dan mendirikan
majelis ta’lim dalam masyarakat.68

Mengingat pelaksanaannya yang fleksibel dan terbuka untuk segala
waktu dan kondisi, keberadaan majelis ta’lim telah menjadi lembaga
pendidikan seumur hidup (life long education) bagi umat Islam. Oleh

karena itu, sangatlah penting untuk memikirkan dan memberdayakan

% Helmawati, Op Cit. him. 76
¢ Muhsin MK. Op Cit, him. 4

% 1bid, him.5
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keberadaan majelis ta’lim saat ini dan di masa mendatang sehingga dapat
bertahan dan terus berkembang lebih baik, serta mampu menjadi rahmat
bagi seluruh umat manusia.

Bahwa menurut akar katanya, istilah majelis ta’lim tersusun dari
gabungan dua kata, yaitu: majelis yang berarti tempat dan kata ta’lim yang
berarti pengajaran. Maka majelis ta’lim berarti tempat pengajaran atau
pengajian bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran Islam.69
Kemudian Musyawarah Majlis Taklim Se-DKI pada tanggal 9-10 Juli
1980 merumuskan definisi (ta“rif) majelis taklim, yaitu lembaga
pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum tersendiri,
diselenggarakan secara berkala dan teratur serta diikuti peserta jamaah
yang relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan
hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan”Allah Swt.,
(habluminallah), dan antara manusia dan sesama (habluminannaas) dan
dengan lingkungan dalam rangka membina pribadi dan masyarakat
bertakwa kepada Allah SWT.”

Selain itu, sesuai dengan realitas dalam masyarakat, majelis taklim
bisa juga diartikan sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan
kegiatan belajar-mengajar (khususnya bagi kaum Muslimah) dalam
mempelajari, mendalami, dan memahami ilmu pengetahuan tentang agama
Islam dan sebagai wadah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang

memberikan kemaslahatan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya.

% Helmawati, Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta’lim Peran

Aktif Majelis Ta’lim Meningkatkan Mutu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), him.

76
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3. Fungsi dan Tujuan Majelis Ta’lim

Berkenaan dengan tujuan majelis taklim, Tuti Alawiyah
merumuskan bahwa tujuan majelis taklim dari segi fungsi, yaitu: pertama,
berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim adalah
menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman
agama. kedua, berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuannya
adalah silaturahmi.

Ketiga, berfungsi mewujudkan minat sosial, maka tujuannya
adalah meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan
lingkungan jamahnya.70 Muhsin MK dalam bukunya manajemen majelis
taklim tidak memisahkan antara tujuan dan fungsi majelis taklim. Apabila
dilinat dari makna dan sejarah berdirinya majelis  taklim dalam
masyarakat, bisa diketahui dan dimungkinkan lembaga  dakwah ini
berfungsi dan bertujuan sebagai berikut.”

1) Tempat Belajar-Mengajar, Majelis taklim dapat berfungsi sebagai
tempat kegiatan belajar mengajar umat Islam, khususnya bagi kaum
perempuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman,
dan pengalaman ajaran Islam. Menurut AM Saefudin dalam Mubhsi
MK, agar fungsi dan tujuan tadi tidak terlepas dari kewajiban kaum
perempuan yang salehah dalam masyarakat, mereka diharapkan dapat
memiliki akhlak yang karimah (mulia), Meningkatkan ilmu dan

kecerdasan dalam rangka mengangkat derajatnya, Memperbanyak

"Tuti Alawiyah, Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim, (Bandung: Mizan,
2007), Cet. ke-5, h. 78
"Muhsin MK, Op.cit., h. 5
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amal, gerak, dan perjuangan yang baik.

Lembaga Pendidikan dan Keterampilan, Majelis taklim juga berfungsi
sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan
dalam masyarakat yang berhubungan, antara lain dengan masalah
pengembangan kepribadian serta pembinaan keluarga dan rumah
tangga sakinah warahmah. Muhammad Ali Hasyimi dalam Muhsin
MK menyatakan, “wanita muslimah adalah tiang bagi keluarga
muslim. AM Saefudin dalam Muhsin MK menyatakan salah satu kunci
kemulian dan kehormatan rumah tangga terletak pada kaum
perempuan, baik dia sebagai istri maupun sebagai ibu. Melalui Majelis
taklim inilah, diharapkan mereka menjaga kemuliaan dan kehormatan
keluarga dan rumah tangganya.

Wadah Berkegiatan dan Berkreativitas, Majelis taklim juga berfungsi
sebagai wadah berkegiatan dan berkreativitas bagi kaum'perempuan.
Antara lain* dalam berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Pasalnya menurut Mohammad Ali Al-Hasyimi, melalui
bukunya Kepribadian wanita muslimah menurut Al-Qur©an dan As-
Sunnah dalam Muhsin MK menjelaskan bahwa, wanita muslimah juga
mempunyai tugas seperti laki-laki sebagai pengemban risalah dalam
kehidupan ini. Alhasil, mereka pun harus bersifat sosial dan aktif
dalam masyarakat serta dapat memberi warna kehidupan mereka

sendiri. Sedangkan AM Saefudin dalam Muhsin MK menyatakan,

24.h.6
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bahwa negara dan bangsa kita sangat membutuhkan kehadiran

perempuan yang salehah dengan keahlian dan keterampilan sehingga

dengan kesalehan dan kemampuan tersebut dia dapat membimbing dan

mengarahkan masyarakatnya kepada yang baik."

a)

b)

Pusat Pembinaan dan Pengembangan, Menurut AM Saefuddin
majelis taklim juga berfungsi sebagai pusat pembinaan dan
pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia
kaum perempuan dalam berbagai bidang seperti dakwah,
pendidikan, sosial, dan politik yang sesuai dengan kodratnya.
Dalam bidang dakwah dan pendidikan, majelis taklim diharapkan
dapat meluluskan dan mewisuda pesertanya menjadi guru-guru dan
juru dakwah baru. Sedangkan dalam bidang politi dan perjuangan,
seperti dikemukakan oleh KH. Misbach, bahwa bil kaum Muslimat
di zaman Rasulullh saw ikut berjuang sisabilillah, ‘di zaman
sekarang-ini mereka juga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan
sosial dan politik di negerinya sendiri.”*

Jaringan Komunikasi, Ukhuwah dan Silaturahim, Majelis ta’lim
juga diharapkan menjadi jaringan komunikasi, ukhuwah, dan
silaturahim antar sesama kaum perempuan, antara lain dalam
membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang islami.
Menurut Syamsuddin Abbas, lewat lembaga ini diharapkan mereka

yang kerap bertemu dan berkumpul dapat memperkokoh ukhuwah,

" bid.

"“Ibid.,h.7
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mempererat tali silaturahim, dan saling berkomunikasi sehingga
dapat memecahkan berbagai masalaah yang mereka hadapi dalam
hidup dan kehidupaan pribadi, keluarga, dan lingkungan
masyarakatnya secara bersama-sama dan bekerja sama. Terlebih
lagi, dalam mengatasi berbagai permasalahan berat yang tengah
dihadapi oleh umat dan bangsa dewasa ini.”

Jika kita perhatikan dengan teliti, penjelasan Muhsin MK di
atas mengkhususkan majelis taklim yang pesertanya adalah dari
kaum wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum lelaki
pun dapat mengadakan majelis taklim. Hanya saja di Jakarta dan
sekitarnya mungkin lebih banyak dikenal majelis taklim yang
banyak dari kaum wanita pesertanya.

Selanjutnya dalam ensiklopedia Islam, tujuan majelis taklim

adalah;

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama di kalangan
masyarakat, Khususnya bagi jamaah;

Meningkatkan amal ibadah masyarakat;

Mempererat silatunhrahmi antar jamaah;

Membina kader di kalangan umat Islam.

4. Jenis - Jenis Majelis Taklim

Menurut Muhsin MK, Majelis taklim yang tumbuh dan

berkembang di dalam masyarakat Indonesia jika dikelompok-

Ibid.
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kelompokkan ada berbagai macam, antara lain:
a. Dilihat dari Jamaahnya
Bila dilihat dari jamaah atau anggota masyarakat yang
mengikuti majelis taklim, ada beberapa macam sebagai berikut.

1. Majelis taklim kaum ibu/muslimah/perempuan
2. Majelis taklim kaum bapak/muslimin/laki-laki
3. Majelis taklim kaum remaja

4. Majelis taklim anak-anak

5. Majelis taklim campuran laki-laki dan perempuan/kaum bapak
dan ibu.
b. Dilihat dari Organisasinya
Jika dilihaty dari /kedudukan dan status organisasinya,
majelis taklim juga ada beberapa macam, antara lain:

1. Majelis taklim biasa, dibentuk oleh masyarakat setempat tanpa
memilikilegalitas formal kecuali hanya memberi tahu kepada
lembaga pemerintahan setempat

2. Majelis taklim berbentuk yayasan, biasanya telah terdaftar dan
memiliki akte notaries.

3. Majelis taklim berbentuk ormas

4. Majelis taklim di bawah ormas.

5. Majelis taklim di bawah orsospol.
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c. Dilihat dari Tempatnya
Bila dilihat dari tempat yang digunakan dalam
melaksanankan kegiatannya, majelis taklim ada beberapa macam,
antara lain dilihat dari tempatnya, majelis taklim terdiri dari:
a. Majelis taklim masjid atau mushala
b. Majelis taklim perkantoran
c. Majelis taklim perhotelan
d. Majelis taklim pabrik atau industri
e. Majelis taklim perumahan.
5. Peran Majelis Ta’lim
Keberadaan majelis ta’lim dalam masyarakat telah membawa
manfaat dan kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi kaum
perempuan, apalagi bagi - mereka yang menjadi anggota dan
jamaahya. Hal ini erat dengan kegiatan lembaga dakwah tersebut
dalam masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga nasional,
regional dan global. Peran majelis ta’lim selama ini tidaklah terbatas.
Bukan hanya untuk kepentingan dan keidupan jamaah majelis ta’lim
saja, melainkan juga untuk kaum perempuan dalam masyarakat
secara keseluruhann yang meliputi antara lain:
1) Pembinaan Keimanan Kaum Perempuan.
Peran majelis ta’lim yang cukup dominan selama ini adalah
dalam membina jiwa dan mental rohaniah kaum perempuan sehingga

sudah sekian banyak di antara mereka yang semakin taat beribadah,
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kuat imannya, dan aktif dalam berdakwah. Keadaan ini tidak
terlepas dari kegiatan-kegiatan majelis ta’lim yang senantiasa
berhubungan dengan masalah agama, keimanan, dan ketakwaan,
yang ditanamkan melalui ta’lim/pengajian secara intens, rutin, dan
berkelanjutan yang diikuti oleh segenap jamaah dan pengurus
majelis ta’lim yang sebagian besar kaum perempuan.

Agar majelis ta’lim lebih berperan dalam pembinaan keimanan
jamaah dan kaum perempuan dalam masyarakat, maka kegiatan
pengajiannya yang sudah berjalan selama ini perlu lebih ditingkatkan
lagi, baik dari segi intensitas dan kuantitasnya maupun dalam segi
kualitasnya, terutama kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai
berikut:

a. Materi kajian

Materi kajian majelis ta’lim yang berkaitan dengan keimanan
dan ketakwaan perlu lebih diperbanyak dan diperdalam agar
benar-benar‘dapat dipahami sedalam-dalamnya oleh jamaah dan
kaum perempuan yang mengikutinya. Pasalnya, selama ini kajian
seperti ini dirasakan masih kurang dan terbatas diberikan dalam
majelis ta’lim, sementara yang ada hanya kegiatan pengajian
dalam bentuk ceramah keagamaan dari seorang ustadz/ustadzah
dengan materi yang tidak sistematis dan terfokus.

Apabila kajian keimanan ini diberikan secara mendalam,

sekurang- kurangnya dapat membina jamaah, terutama dalam
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memelihara hati nuraninnya, sebagaimana Yusuf Qardhawi
menyatakan, “Iman menolong hati nurani dan memberinya
makanan dengan cahaya terang sehingga tetap kuat, bersih dan
mempunyai pandangan yang jernih dan terang.
b. Kitab rujukan
Kitab rujukan untuk materi pembinaan keimanan perlu
ditentukan yang benar-benar memberikan pemahaman tentang
iman, akidah dan tauhid secara murni, jelas, terarah dan shahih
sesuai dengan petunjuk al- Quran dan tuntunan sunah Rasulullah
SAW. Pasalnya, keduanya merupakan sumber yang orisinil dan
utama dalam membahas tentang materi yang berkaitan dengan
akidah, tauhid, dan keimanan.
c. Pemberi materi kajian
Pemberi materi keimanan dalam materi pengajian yang
shahih-dapat dipertanggungjawabkan hendaklah ustadz/ustadzah
yang benar-benar menguasal tlmunya, bukan hanya menguasai

sifat dua puluh.

2) Pendidikan Keluarga Sakinah
Memang, tidak semua pasangan suami istri itu dapat membangun
keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka
dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Semisal, karena
faktor suami yang lemah, faktor istri, atau kedua-duanya. Namun,

semua itu bisa diatasi manakala pasangan suami istri itu mau belajar
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dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya, baik
dengan cara dilakukan sendiri maupun dengan bantuan dari pihak
lain.

Di sinilah majelis ta’lim dapat memainkan peran yang besar
dalam membantu memecahkan masalah dan Kkesulitan suatu
keluarga, terutama yang dihadapi oleh jamaah majelis ta’lim dan
kaum perempuan dalam masyarakat dalam membentuk dan
membangun suatu keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera. Adapun
yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a) Pengajian Keluarga Sakinah

Majelis ta’lim perlu mengadakan kegiatan pengajian dan
ceramah agama dengan materi, antara lain, yang berhubungan
dengan masalah | pernikahan  dan keluarga sakinah. : Melalui
pengajian dan ceramah ini dapat disampaikan oleh ustadz/ustadzah
yang mengisi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan
pembentukankeluarga sakinah Semisal, tentang beberapa prinsip
Islam dalam pembentukan keluarga sakinah, sebagaimana
disebuatkan dalam ayat 21 surah Ar-Ruum’®.
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Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

78Q.S 21 surah Ar-Ruum
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menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.

Perlu ditekankan dan ditanamkan pada pasangan suami istri
adalah mereka harus menumbuhkan saling pengertian, memberikan
cinta kasih, percaya-mempercayai, dan saling menyayangi,
sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Barangsiapa tidak menyayangi,
la tidak akan disayangi”. (HR Thabrani).

b) Mengadakan konsultasi keluarga
Majelis ta’lim juga perlu mengadakan kegiatan
konsultasi _masalah- masalah perkawinan dang.keluarga,
terutama /dalam membantu. memecahkan masalah /pasangan
suami istri dalam membentuk keluaga sakinah; mendamaikan
perselisinan di antara merekawberdua, mencegah terjadinya
perceraian dan usaha lainnya dalam rangka menjadikan mereka

senang, tenang, dan bahagia dalam berkeluarga.

6. Kegiatan positif lainnya dalam membentuk keluarga Sakinah
Majellis ta’lim  juga perlu mengadakan kegiatan positif
lainnya seperti kegiatan:
a. Keterampilan menjahit

b. Penerangan masalah kecantikan
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Kesehatan fisik dan mental

Masalah gizi dan makanan yang mahal
Masalah lingkungan hidup

Usaha rumah tangga (home industry)
Pendidikan tulis baca al-Quran

Mabit bersama keluarga
Pemilihan ibu teladan
Seminar dan diskusi masalah keluarga dan sebagainya

Semua kegiatan itu perlu menjadi agenda pengurus majelis
ta’lim karena memberikan manfaat dan maslahat yang besar kepada
kaum perempuan dalam masyarakat, terutama jamaah majelis ta’lim itu
sendiri, untuk menunjang_terbentuknya keluarga sakinah dan bahagia

dalam rumah tangga mereka.

1)-Pemberdayaan Kaum Duafa
Dalam masyarakat dewasa ini sedemikian banyak terdapat
masalah sosial dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian umat
dan kaum muslimahnya. Salah satu yang menonjol antara lain
masalah kaum duafa yang sangat membutuhkan perhatian bantuan

dan pertolongan dari sesamanya.
Mereka sedemikian menderita karena banyak di antaranya
yang tidak mempunyai usaha dan pekerjaan tetap, mengalami
kekurangan ekonomi, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya sehari-hari. Sebagian dari mereka menggantungkan
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hidupnya dari belas kasiahan orang seperti mengamen, mengemis,
dan meminta-minta. Mereka tidak dapat bekerja yang lain karena
tidak memiliki ilmu, kemampuan, dan keterampilan yang
dibutuhkan, selain juga karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang
tersedia. Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar mereka
memiliki perhatian dan kepedulian terhadap nasib sesamanya,

terlebih-lebih kepada golongan duafa ini, sebagaimana firman Allah
SWT, Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib-kerabat, anak-

anak yatim, dan orang-orang miskin. (QS Al-Bagarah 83).”
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Artinyasindang(ingatlah), ketika Kami mengambilsjanji dari Bani Israil (yaitu):
janganlah kamu menyembah selain Alah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu
bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah
kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.
kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu,

dan kamu selalu berpaling.

Seharusnya bagi umat Islam yang kaya dan berpunya

memberi bantuan kepada mereka dengan hartanya, antara lain demi

7 QS Al-Bagarah 83
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meringankan beban hidup kaum duafa yang memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Selain itu, mereka juga perlu memberikan bantuan dan
pertolongan yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan
lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan pendidikan,
kesehatan, dan lapangan pekerjaan agar kaum duafa bisa mandiri dan
tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain.

Dalam hal ini majelis ta’lim memiliki peran yang besar, baik
dalam memberikan bantuan sosial maupun yang berkaitan dengan
kegiatan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi kaum
duafa tersebut. Di antara kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan
oleh majelis ta’lim adalah dalam membantu menolong kaum duafa
diantaranya berupa:

Penyantunan, pengasuhan dan pendidikan anak yatim

Santunan dan bantuan sosial kepada fakir miskin dan‘orang-orang
yang terlantar

Pemberian bantuan pangan dan obat-obatan untuk masyarakat yang
mengalami musibah bencana alam

Menghimpun zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk
kepentingan kaum duafa

Pembinaan dan pendidikan anak-anak jalanan dan pemberdayaan
ekonomi

Dakwah dan pembinaan rohani kepada orang sakit dan pelatihan

keterampilan
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g. Pemberian beasiswa
h. Khitanan dan perkawinan massal.
2) Pemberdayaan Politik Kaum Perempuan

Tampaknya dalam bidang politik ini, posisi majelis ta’lim
hanya sebagai obyek dari partai politik dan pejabat publik yang
mempunyai kepentingan politik tertentu. Namun bila dikaji lebih
mendalam, sesungguhnya majelis ta’lim mempunyai peran politik
yang cukup strategis. Bahkan, majelis ta’lim telah mendapat
keuntungan besar bukan hanya dari segi materi atau uang yang
diperoleh dari partai politik atau pejabat publik yang datang itu,
melainkan juga memperoleh pembelajaran dan pendidikan berpolitik.
Jamaah dan kaum perempuan yang mengikuti kegiatan majelis
ta’lim diharapkan semakin lama semakin cerdas, dewasa, dan paham
tentang berbagai masalah politik yang terjadi dis daerah dan
negerinya.~Alhasil, akhirnya mereka dapat mebedakan mana partai
politik dan pejabat publik yang kotor dan buruk. Mereka belajar
langsung dari proses dan kenyataan yang terjadi dalam setiap

pemilu®,
Disinilah letak peran majelis ta’lim dalam pemberdayaan politik
kaum perempuan dan jamaah majelis ta’lim umumnya. Peran yang
dijalankannya bukanlah karena lembaga dakwah ini telah bermain

politik praktis melihat hal ini bertentangan dengan jiwa dan

™ bid., h. 270
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semangat majelis ta’lim yang harus bersikap netral dan bebas. Sikap
berpihak dan ketergantungannya hanyalah kepada Allah Swt, rasul-
Nya, Islam, persatuan umat, dan dakwah. Peran politik majelis ta’lim
ini besar pengaruhnya dalam proses memberikan kesadaran,
pengetahuan, dan wawasan politik, khususnya kepada jamaah dan
umumnya kepada kaum perempuan dalam masyarakat.
C. Pemberdayaan Masyarakat Islam
Kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan desa disinyalir
akibat dari pendekatan program pembangunan dinegeri ini. Pendekatan
tersebut, berorientasi pada hasil dan menjadikan masyarakat sebagai obyek
pembangunan, sehingga tingkat kesejahteraan  masyarakatpun  menjadi
tidak merata. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program
pembangunan,pemerintah merubah pendekatan ~ yang berorientasi pada
proses dan menempatkan masyarakat sebagai subyek .atau pelaku
pembangunan. Diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan dan
pendapatan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan terjamin.
Teori pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sejalan dengan konsep Islam, bahwa Islam adalah agama pemberdayaan.
Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti.
Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama perubahan.”
Dalam konteks Indonesia, masyarakat Islam sebagai penghuni mayoritas

bangsa masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan

" Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe’i, Pengembangan Masyarakat
Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya,2001), h. 41
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dengan sesama umat manusia dari Negara-negara lain. Fakta ini
menuntut adanya pemberdayaan yang sistematis dan terus-menerus
untuk melahirkan masyarakat yang berkualitas

Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk
dipersoalkan, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Untuk keluar
dari himpitan ekonomi ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari
setiap komponen umat. Setiap pribadi muslim di tantang untuk lebih keras
dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha, lebih-lebih dalam bekerja
sama, komunikatif dalam berinteraksi, lebih skillful dalam memfasilitasi
jaringan kerja, dan lebih profesional dalam mengelola potensi-potensi dan
kekuatan-kekuatan rill ekonomi umat, Untuk bisa keluar dari himpitan
ekonomi seperti sekarang ini. Di samping penguasaan terhadap life skill
atau  keahlian hidup, keterampilan . berwirausaha, = dibutuhkan juga
pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang selama ini
tidak pernah dilirik.

Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat
Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan
kolektif dalam dimensi amal saleh, dengan titik tekan pada pemecahan
masalah yang dihadapi masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu
muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sedangkan sasaran
komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi
pengembangan  sistem masyarakat. Dan sasaran institusional adalah

organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi
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pengembangan kualitas dan Islamitas kelembagaan.

Dengan demikian, perlu pembahasan yang lebih mendalam
tentang teori-teori pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap
kesejahteraan masyarakat.

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pengembangan dan pemberdayaan merupakan dua kata yang mirip
tetapi bisa dibedakan. Pemberdayaan bisa diartikan sebagai sebuah yang
khusus, sedangkan pengembangan lebih umum dari makna pemberdayaan.
Pembahasan mengenai pemberdayaan sudah ada sejak lama, namun para
ilmuan belum menemukan formulasi jitu dalam mewakili makna dari
pemberdayaan, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep
tersebut. . Namun demikian, bila dilihat secara lebih _luas,
pemberdayaan sering /disamakan dengan perolehan daya,~ kemampuan
dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan, secara teknis
istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan dalam
pengertian lain, pemberdayaan adalah uapaya memperluas horizon pilihan
bagi masyarakat ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih
suatu yang bermanfaat bagi dirinya.!® Menurut Riza Risyanti dan
Roesmidi, Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan
ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya.

Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki  kekuatan.

8 bid., h. 41-4
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Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai
daya atau mempunyai kekuatan. 8 Sedangkan menurut Anita Fauziah,
pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau
kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung
adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya
untuk meningkatkan kemampuan potensi yang dimiliki oleh suatu
masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat
dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan
diri secara mendiri.2

Menurut  Robinson dalam Fauziah, pemberdayaan adalah suatu
proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi,
kopetensi, kreativitas dan kebebasan bertindak. ® Menurut Narayan,
pemberdayaan adalah.  memperluas kepemilikan dan capabilities orang-
orang miskin supaya dalam berpartisipasi, dengan _.bernegosiasi,
mempengaruhi, ~“mengawasi, dan= meminta  pertanggungjawaban
lembaga/institusi yang mempengaruhi- kehidupan mereka.®* Dan, menurut
Zubaedy Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan
masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkan

8 Riza Risyanti dan Roesmidi, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang:
Algaprint Jatinangor,
2006, pengertian_pemberdayaan.pdf), h. 1-2

82 Anita Fauziah, Pemberadayaan Masyarakat, (Direktorat Pendidikan Tinggi
Islam Depag RI, Malang, 2009), h. 1

% Anthony Gideens, Sociology, (Cambridge: Polity Press, 1991), h. 356

8 Narayan, Empowerment and Poverty Reduction, ( Washington DC: The
Word Bank, 2002), h.
Xviii
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potensi itu menjadi tindakan nyata.®
Dengan demikian, masyarakat berdaya adalah masyarakat yang
memiliki salah satu atau lebih variabel, diantaranya :

1). Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
perekonomian yang stabil.

2). Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

3). Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.

4).  Memiliki  kemampuan  berkreasi dan  berinovasi  dalam
mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensi bangsa dari bangsa
atau negara lain.®®

Menurut Robert Chambers dalam Ginanjar  Kartasasmita,
pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai<nilaiisosial; Pembangunan bersifat people-centered

(berpusat pada rakyat), partisipator (partisipasi), empowering

(pemberdayaan), dan - sustaintable (keberlangsungan).” Menurut

Sutarso dalam Abu™ Hurairah, pemberdayaan masyarakat adalah

peningkatan kemampuan, motivasi, dan peranserta semua unsur masyarakat

sehingga menjadi unsur yang sustainable untuk mendukung semua bentuk

8 Zubaedy, Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktek, Kencana Prenada
Media Group,
Jakarta, 2013, h. 24

8 Nur Mahmudi Ismail, Strategi Pemberdayaan Ummat dan Pencetakan SDM
Unggul, dalam Hotmatua Daulay dan Muyanto (ed), Membangun Sumber Daya
Manusia dan Kapbilitas Teknologi Ummat, (Bandung, ISTECS, 2001), h. 28

" Empowerment bukan sekedar hanya memberikan  kesempatan
menggunakan sumber daya alam dan dana pembangunan saja, tetapi empowerment lebih
merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan
kebebasan dalam partisipasi, Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat;
Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakarta, Cesindo, 1996), h.
142



60

usaha kesejahteraana sosial.®®

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang saling terkait antara proses
yang satu dengan proses Yyang lainnya. Oleh karena itu, menurut
Soetomo, dua hal yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat,
yakni proses pemberian kewenangan dan proses pengembangan kapasitas
masyarakat. % Dengan demikian, proses yang saling berhubungan itu di
fokuskan pada pemberian wewenang dan pengembangan kapasitas
masyarakat agar terciptanya perubahan sosial yang menyeluruh. Allah

SWT berfirman dalam (QS. al-Kahfi (18) : 84) yang berbunyi.90
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Artinya Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan

Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu,

Ayat di atas, menjelaskan bahwa, Allah SWT telah menyediakan
bumi dan -sersinya sebagai media atau fasilitas Sserta kewenangan yang
seluas-luasnya mencapai kesejahteraan hidup. Untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat peran aktif berbagai pihak terutama pemerintah
yang memiliki kewenangan melalui pemikiran, konsep, dan manajemen
yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu,

pemberdayaan menurut  Byars dan Rue, dalam Direktorat Jendral

8 Abu Hurairah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, (Bandung:
Humaniora,
2008), hal .97
% Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hal. 88
% Qs. al-Kahfi (18) : 84
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Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI adalah
merupakan bentuk desentralisasi yang melibatkan pemberian tanggung
jawab pada bawahan dalam membuat keputusan. Pemberdayaan
masyarakat pada hakikatnya: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat
(to give ability or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan
program pembangunan, sehingga  kehidupan  masyarakat  dapat
mencapai  sesuai yang diharapkan, dan (2) meningkatkan kemandirian
masyarakat melalui to give authority sebagai upaya membangun diri
dan lingkungannya secara mandiri. Atau, pemberdayaan masyarakat

berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.**

Dalam Al-Qur’an, Allah menjelaskan bahwa manusia di dorong
untuk berusaha (mu’amalah)  tanpa ‘mengabaikan ibadah  mahdhoh,

sebagaimana firman Allah dalam . (QS. Al-Bagarah (2) : 198)%
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Artinya :. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan)

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah

di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk

IDirektorat Jendral Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Depag RI, Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA, Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Msyrakat (LPPM), Malang, 2009, h. 18-19
% (QsS. Al-Bagarah (2)
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orang-orang yang sesat.

2. Matra (Bidang) Pemberdayaan Masyarakat Islam.

Ada tiga matra atau bidang pemberdayaan yang harus diperjuangkan

dalam konteks keumatan masa kini adalah pemberdayaan dalam tataran

ruhaniah, intlektual, dan ekonomi.*®

a.

Pemberdayaan bidang ruhaniah. Agus Efendi berpendapat,
pergeseran nilai atau degradasi moral masyarakat Islam saat ini,
khususnya mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkooptasi
oleh budaya barat yang cenderung negatif dan tidak sejalan bahkan
bertolak belakang dengan nilai-nilai = Islam. Pendidikan agama,
dilembaga-lembaga pendidikan formal pada berbagai lini tidak mampu
menanamkan nilai-nilai ilahiyah pada peserta didiknya.

Pemberdayaan bidang intelektual.” Disinyalir, umat Islam tidak
terkecuasli di Indonesia mengalami _kejumudan dalam penguasaan ilmu
pengetahuan dan‘teknoelogi yang bersandar pada iman dan takwa. Untuk
itu, pemberdayaan intelektual menjadi sangat urgent utuk diperjuangkan.
Pemberdayaan bidang ekonomi. Jumlah penduduk yang demikian
besar dan mayoritas beragama Islam, sehingga besarnya jumlah
masyarakat yang terbelenggu kemiskinan adalah masyarakat beragama
Islam. Berbagai upaya pemerintah untuk menekan jumlah kemiskinan,
tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk itu, perlu

kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dan

% Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe’i, op., cit., h. 44.
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terpinggirkan.

Pemberdayaan masyarakat seringkali dilakukan secara parsial
atau tidak komprehensip,bahkan terfokus pada pemberdayaan ekonomi
untuk meningkatkan pendapatan.Sehingga, kualitas sumberdaya manusia
dan lingkungan kerapkali terabaikan. Oleh karena itu, Sumadyo dalam
Aprelia Theresia dkk merumuskan konsep tri bina yang harus dilakukan
dalam pemberdayaan masyarakat Islam, yakni bina manusia, bina
usaha, dan bina lingkungan.** Menurut Totok Mardikanto dan Sri
Sutarni, bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan akan terwujud
apabila didukung oleh efektivitas kelembagaan yang menaunginya.”
Sedangkan menurut Amrullah  Ahmad dalam Nanih, pemberdayaan
umat Islam adalah system tindakan nyata yang menawarkan alternatif
pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan
dalam persepektif Islam. * Atau menurut - Imang Mansur Burkah
dalam Nanih pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangkitkan
berbagai potensi umat Islam kepada kondisi yang lebih baik dalam
bidang sosial, politik, dan ekonomi.”’

Orientasi  pembangunan  nasional adalah  kesejahteraan
masyarakat kedepan. Secara konseptual, Koentjaraningrat merumuskan
semangat pembangunan nasional, setiap warga negara harus berorientasi

masa depan, memilki keinginan bereksploitasi dan berinovasi, mengejar

% Aprelia Theresia dkk., op., cit., h. 154
% Totok Mardikanto dan Sri Sutarni, Redefinisi dan Revitalisai Penyuluhan
Pertanian, (Solo- Sukoharjo: Prima Theresia Pressindo, 2003), h. 113
Zj Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, op., cit., h. 41
Ibid.,



64

prestasi, mengembangkan mentalitas berusaha, percaya diri dan disiplin
tinggi.*® Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia (SDM)
dalam pemberdayaan menjadi urgent dan menjadi prioritas, karena
SDM merupakan modal utama dalam pemberdayaan masyarakat.
Dengan demikian, penguatan kemampuan SDM seyogyanya
berorientasi pada: (1) penguatan kemampuan personal (personality
oprach) yang berorientasi pada penguatan kepribadian, kemampuan
kerja, dan profesionalitas,(2) pengembangan pengetahuan lembaga
pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan kuantitas dan kualitas;
dan (4) meningkatkan interaksi antar kelembagaan.”® Sehingga
manusia bukan hanya diposisikan sebagal sumberdaya, tetapi juga
sebagai subbyek yang mengatur program pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan 'SDM  merupakan bagian integral  dari
pengembangan bidang Pendidikan Pemberdayaan bidang pendidikan
merupakan upaya pemberantasan buta huruf, buta angka, dan buta
pengetahuan melalui pendidikan™ formal dan non, sehingga
masyarakat memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan
perubahan dalam segala bidang. Karena, sesungguhnya pemberdayaan
merupakan proses pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi,

100

kreatifitas, dan kebebasan bertindak. Masyarakat yang telah

% Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, (Jakarta: Gramedia,
1978), h.
% Totok Mardikanto dan PoerwokoSoebianto, op., cit., , h. 114
10 Byddy Robinson, Strategies  for ~ Community ~ Empowerment: Direct
Action and

Transformative Approaches to Social Change Practice, (New York EmText, 1994), h. 34
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mencapai kemandirian secara kolektif merupakan  akumulasi  dari
pengetahuan,  keterampilan dan  sumberdaya lainnya tanpa
ketergantungan terhadap pihak lain, khususnya bantuan pihak
luar.*®* Pendidikan yang berkenaan dengan tri bina (bina manusia, bina
usaha, dan bina lingkungan sebagaimana pendapat Mardikanto di atas,
dapat dicapai melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal
atau pendidikan berbasis masyarakat. %

SDM vyang mandiri dalam pengetahuan dan keterampilan
diharapkan akan mampu merekayasa tercapainya kesejahteraan, tidak
terkecuali kesejahteraan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
adalah penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, distribusi, dan
konsumsi.®®® Menurut  Sumodiningrat dalam Erni Febrina, konsep
pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut: 1) perekonomian rakyat
adalah perekonomian nasional yang diselenggarakan..oleh rakyat
berakarkan potensi dan kekuatan rakyat secara luas untuk menjalankan
perekonomian mereka sendiri; 2) pemberdayaan ekonomi rakyat adalah
upaya mencapai ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya

saing yang tinggi melalui perubahan struktural; 3) perubahan structural

adalah perubahan ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern,

101 payne, Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, (
Jakarta: Binarupa
Aksara, 1999), h.26

102 U No. 20 tahun 2003, Pasal 26 ayat 1-7
193 Erni Febrina Harahap, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan
Perekonomian Nasional yang Tangguh, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 3 No. 2
2012, https://www.academia.edu/31586156/pemberdayaan _masyarakat dalam_bidang_ekonoi,
diakses, pada 15 Maret 2020.
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perubahan ekonomi lemah keekonomi kuat, dari ketergantungan ke
ekonomi mandiri;4) pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup
dalam tataran peningkatan produktivitas dengan memberikan
kesempatan dan bantuan modal, tetapi harus ada jaminan kerjasama
dan kemitraan; 5) kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat
berorientasi pada: pemberian peluang dan akses asset produksi terutama
permodalan, memperkuat trnsaksi dan kemitraan, pelayanan kesehatan
dan pendidikan, memperkuat industry kecil, mendorong tumbuhnya
wirausaha baru; 6) kegiatan pemberdayaan masyarakat, mencakup
peningkatan:

1) akses permodalan, akses SDM, sarana prasarana
pendukung pengembangan ekonomi masyarakat lokal.!®* Dengan
demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya memberi modal dan
kesempatan, tetapi perlu ada penguatan-penguatan terhadap berbagai
potensi masyarakat lokal, terutama SDM, SDA, dan
kelembagaan “lokal.Dalam ‘hidang kesehatan, pemberdayaan
masyarakat menurut Wiku Adisasmito dalam  Tuti  dkk.,
merupakan proses Yyang dilakukan masyarakat, baik dengan
maupun tanpa bantuan pihak lain untuk memperbaiki kondisi
lingkungan dan aspek lainnya yang secara langsung ataupun tidak

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. '® Untuk itu,

Analysis

104 H
Ibid.,

195 Tyti Restuastuti dkk., Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
of  Community Empowerment in Health Sector,

https://www.researchgate.net/publication/320176482, diakses pada 20 Maret 2020
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menurut Wiku, ada empat hal utama yang harus diperhatikan
dalam pemberdayaan kesehatan, yakni aksesibilitas informasi,
keterlibatan dan partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan
kapasitas organisasi lokal.**

Secara ekplisit termaktub dalam Undang- Undang  Nomor
36 tahun 2009 tentang kesehatan  dijelaskan,  bahwa
pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya
masyarakat. Dan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan,
setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh
pelayanan kesehatan'yang aman, bermutu, dan terjangkau.**"

Realisasi komitmen pemerintah terhadap WU No. 36
Tahun 2009 tersebut, pada 3 MNovember 2014 dikeluarkan
program Kartu“Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan untuk
menjamin masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS dan
memberikan layanan preventif, promotif, dan diteksi dini secara
intensif dan terintegrasi. Langkah strategis pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan dengan cara pemanfaatan

potensi atau sumber daya, baik sumber dana, tenaga, dan budaya

106 1hid.,
07 1hid.,
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berbasis kearifan lokal. %

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan yang
komprehensip antara bidang SDM dan atau pendidikan, bidang
ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang spiritual. Pemberdayaan
merupakan pendekatan pembangunan  untuk  mengembangkan
masyarakat yang didasari theisme religgius yang benar. Karena,
theisme yang didasarkan pada intelektualitas dan spritualitas yang
benar akan membawa individu, keluarga, bahkan masyarakat
terhindar dari jebakan materialistik. '® Melalui media masjid,
musholla, dan majelis-majelis ta’lim, masyarakat mengkaji dan
mendalami ilmu pengetahuan tentang spiritualitas.

3. Subyek (Fasilitator) dan Obyek (Penerima Manfaat) Pemberdayaan
Masyarakat
Singkronisasi antara dakwah dengan pemberdayaan masyarakat
merupakan keniscayaan. Karena, umat Islam_merupakan bagian dari
obyek sekaligus sebagai obyek pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan dalam bidang spiritual  merupakan bagian  dari
matra/bidang pemberdayaan masyarakat. Antara dakwah dan
pemberdayaan masyarakat mempunyai esensi yang sama, Yakni

mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, aktivitas dakwah

198 Barbara R Sarason dan Pierce G Irwin, Social Support : An Interactional View.
John & Sons, 1990.

109 Syryadi, Dekonstruksi ~ Epistimologi  llmu-llmu  Sosial: Sebuah Keniscayaan.
Interaktif: Jurnal llmu-ilmu Sosial ”Pluralisme”, VolI, Nomor 2, Juni2010, h.
226-232. Malang,Pusat Studi Pengembangan Ilmu Sosial Terapan Universitas
Brawijaya.
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tidak terbatas pada dakwah lisan, tetapi karya nyata sebagai jabaran dari
konsep dakwah bil hal jauh lebih penting. Masyarakat membutuhkan
peran serta dan karya nyata yang bernilai Islami, seperti; rajin ibadah,
cerdas, etos prestatif, jujur, sederhana, dan bertanggung jawab.

Islam telah mengisyaratkan tentang subyek pembedayaan

masyarakat dalam (QS. Ar-Ra’ad (13): 11
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Artinya : bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya

—1

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767].
Sesungguhnya Allah tidak qmerobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah
keadaan[768] yang ada pada difi mereka' sendiri. dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Menurut Quraisy. Shihab, beberapa hal yang perlu digaris bawahi
berkaitan dengan dasar Qur’ani tentang pemberdayaan masyarakat dalam
surat ar Ra’ad ayat 11, yakni berkaitan dengan pelaku (subyek), sasaran
(obyek), dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Pertama, kata kaum
dalam ayat tersebut mengisyaratkan tentang perubahan sosial, bukan
perubahan personal. Kedua, kata “kaum” berarti umum, tanpa
membedakan suku, ras, dan agama tertentu. Ketiga, subyek

pemberdayaan ada dua, yakni Allah SWT sebagai pelaku perubahan dari
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sisi luar (lahiriah) masyarakat dan manusia sebagai pelaku dari dalam (ma
bi anfusihim). Perubahan yang terjadi atas ikut campur tangan Allah atas
banyak hal, seperti; kekayaan dan kemiskinan, penyakit dan sehat,
kehinaan dan kemulyaan. Keempat, pemberdayaan harus dimulai dari
perubahan sikap dan motivasi (batiniyah), karena sikap dan motivasi

menumbuhkan aktivitas dan kreativitas.*°

Dengan demikian, da’i
pembangunan tidak hanya terbatas pada peran motivator dan
dinamisator, tetapi sebagai fasilitator sekaligus subyek pembangunan.

Berdasarkan peran yang diemban seorang da’i kontemporer
sebagaimana diuraikan di atas, da’i dalam perspektif pemberdayaan
masyarakat dikenal dengan istilah change agent, fasilitator, dan
community worker. Mereka adalah tenaga profesional yang ditunjuk
pemerintah dan atau /pihak swasta, Serta tenaga relawan “yang Secara
sukarela memberdayakan masyarakat disekitarnya.***

a. Subyek pemberdayaan masyarakat disebut juga dengan istilah
pendamping desa. Mereka ‘adalah tenaga profesional yang
mempunyai tugas: Mendampingi desa dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring (supervisi) pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa.

b. Mendampingi desa dalam pengelolaan pelayanan sosial,

pengembangan ekonomi desa, pendayagunaan SDM dan teknologi

tepat guna, pembangunan  sarana prasarana Desa, dan

19 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Vol. 6, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 231-
236
11 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, op., cit., h. 139-140
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pemberdayaan masyarakat Desa.
c. meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan desa.
d. Memfasilitasi pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat
Desa.
e. meningkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan merekrut kader-kader baru.
f.  Mendorong pembangunan yang partisipatif, dan
g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
memfasilitasi pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan  pembangunan
dan  pemberdayaan masyafakat Desa.**?
Sementara itu, obyek atau penerima manfaat pemberdayaan
masyarakat dalam perspektif surat-ar-Ra’ad ayat 11 terdahulu adalah
masyarakat secara umum tanpa membedakan latar belakang suku,

bangsa, dan agama. Allah berfirman dalam. (QS. As-Saba’ (34) : 28)'**

Artinya : dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia

12 peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik

Indonesia nomor 3 tahun 2015, bab 1l, Pasal 12 Tentang Pendampingan Desa

13 Qs. As-Saba’ (34) : 28
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seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi

kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Walaupun  demikian, program pemberdayaan masyarakat
merupakan aktivitas yang bertujuan melakukan perubahan kepada
keberdayaan, sehingga tidak memungkinkan apabila dilakukan
terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang
dijadikan obyek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan
sekala prioritas. Dari pandangan sosiologis, obyek pemberdayaan
masyarakat dalam perspektif dakwah adalah masyarakat terasing,
pedesaan,  termarjinalkan. ~ Sedangkan dari segi profesi adalah

masyarakat pedagang, buruh, dan petani yang miskin. **#

4, Metode Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia=dapat kita lihat
dan rasakan. Mulaiwdari fasilitas pendidikan, w.fasilitas kesehatan,
gedung-gedung pemerintah yang besar dan bertingkat, bergantinya
pasar-pasar tradisional yang menjadi medium masyarakat bertransaksi
untuk pemasaran hasil pertanian menjadi pasar swalayan (pasar
modern) yang menawarkan produk serba mewah dan mahal sampai pada
pembangunan inpra struktur dan fasilitas pertanian dan prikanan dengan
dalih demi kepentingan masyarakat banyak. Ditambah lagi dengan begitu

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang

14 Arifin, Psikologi Dakwah (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 13-14



bersifat sekuler. Disisi lain, pembangunan yang sangat membanggakan
dan menempatkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain
di belahan dunia itu menjebak masyarakat kepada sikap dan pola
hidup konsumtif dan serba instant. Dampaknya adalah masyarakat
kita yang mayoritas memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah
tetap mengalami keterbelakangan dalam segala bidang.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, bentuk-bentuk
keterbelakangan yang dialami mayoritas masyarakat Indonesia adalah:
Pertama, sifat masyarakat yang tradisional, yakni masyarakat yang terikat
oleh nilai-nilai primordial yang berusaha mempertahankan apa yang
sudah ada, Kedua, rendahnya system dan mutu pendidikan. Ketiga,
rendahnya pendapatan, modal dan keterampilan sehingga kemiskinan
tidak jelas ujung pangkalnya.' Keempat, pertambahan penduduk yang
tidak merata dan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Kelima; tingginya
pertumbuhan penduduk usia kerja yang tidak diimbangi oleh penyediaan
lapangan kerja.

Keenam, tidak adanya kestabilan politik sehingga pengelompokan
kekuatan-kekuatan politik yang saling mendiskriditkan semakin
membahayakan.'®®  Bahkan  mempunyai  kecendrungan  untuk
mengabaikan  norma-norma cultural (adat) dan norma-norma agama
yang berlaku dalam masyarakat Sikap mengabaikan  norma-norma

adat dan agama, bukan lagi menjadi penomena (gejala) pada
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15 Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Pemikiran tentang Tiori dan Strategi

Pembangunan
Nasional, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), cet.ke- .., h. 7-9



bangsa kita, tetapi sudah menjadi realitas. Prilaku-prilaku patologi sosial
(prilaku menyimpang) menjadi sajian utama media masa dan sekaligus
menjadi konsumsi masyarakat kita setiap harinya. Ini berarti apa
yang pernah diungkapkan oleh Adi Sasono benar-benar terjadi. Beliau
mangatakan, yang perlu diwaspadai sebagai akibat pembangunan adalah
terjadinya perubahan keyakinan, sikap dan pola hidup yang mengarah
pada perubahan yang berdampak negatif.*'®

Dampak negatif keberhasilan pembangunan bangsa ini merupakan
salah satu kesalahan strategi pembangunan yang selama ini diterapkan.
Strategi pembangunan dengan menggunakan pendekatan top down yang
menjadi Kkiblat pemerintah dan kaum kapitalis, ternyata mempertajam
kesenjangan antara golongan dalam masyarakat, baik antara penguasa
dengan rakyat maupun antara sikaya pemilik modal dengan simiskin
dan kaum buruh. Dan dampak yang paling memprihatinkan  akibat
pendekatan top down, diantaranya; Pertama, hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap™pemerintah dan pelaku (subyek) pembangunan
yang selalu melakukan manifulasi keuangan dan kualitas hasil
pembangunan.

Kedua, program pembangunan yang selalu ditetapkan dari atas
kebawah, dalam pengertian pemerintah tidak pernah memberikan
peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan,

melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan yang

18 Adi Sasono, Solusi Islam atas Problema Umat, (Jakarta: Gema Insani, 1998)
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sebenarnya merupakan kewajiban dan hak masyarakat menjadikan
masyarakat bersifat pasif. Mereka selalu menunggu dan menerima, malas
tidak punya inisiatif untuk maju dan membangun dirinya.

Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara
hasil pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan yang
secara fisik tampak secara kasat mata tidak mampu memecahkan
permasalahan yang dialami dan dihadapi masyarakat. Bahkan,
menambah persoalan baru dan menjadi pekerjaan rumah bagi semua
komponen bangsa ini, baik pemerintah dan elit politik maupun
masyarakat pada umumnya.

Bila kita mengkaji pembangunan sebagai sebuah system, maka
banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan pembangunan sebuah
bangsa. Diantaranya, pemerintah dan good willnya, masyarakat baik
sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, .kebijakan-
kebijakan yang mendukung, modal yang cukup dan pengelolaannya
yang efektif dan efesien, strategi,” pendekatan dan metode yang
digunakan. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu
dengan yang lainnya. Apabila salah satu saja tidak ada atau tidak tepat
dalam pemilihan dan penggunaannya, dapat dipastikan pembangunan
akan tetap berjalan, tetapi tidak efektif dan terarah. Apalagi
pembangunan yang terlepas sama sekali dari nilai-nilai keagamaan atau
moral, maka manusia pembangunan dan hasil

pembangunannyapun akan menyentuh aspek kemanusiaan.
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Pembangunan  yang  menyentuh  aspek  kemanusiaan adalah
pembangunan yang dilakukan oleh para da’i pembangunan yang tolak
ukur berpikirnya Qur’ani dan dapat diukur melalui ketakwaannya.**’
Artinya, seorang da’i dan masyarakat sebagai subyek dan obyek
pembangunan yang bekerja dilandasi ketauhitan dapat dipridiksi
hasilnyapun akan menjadi Islami, dalam pengertian tidak mempunyai
tendensi kepentingan pribadi atau kelompok apalagi merugikan orang
lain.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan
adalah faktor pemilihan dan penggunaan metode yang tepat sesuai
dengan karakter subyek, obyek, materi, tujuan, dan media yang
digunakan dalam pembangunan bertabat manusia (Islami). Memang,
metode bukalah satussatunya faktor .penentu keberhasilan  dakwah
(pembangunan), tetapi metode menjadi penting _bagi da’i
pembangunan. Karena, metode menentukan isi dan cara menyajikan
pesan. 18

Metode merupakan alat bagi da’i dalam berinteraksi dengan
masyarakat, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan,
sehingga masyarakat penerima manfaat tergugah dan mempunyai
pemahaman serta pengalaman dalam menyelesaikan masalah sesuai

kemampuan sendiri dengan menggunakan petunjuk dan pedoman-

7M. Zainuddin Fananie, Pembangunan Berwawasan Martabat Manusia (ed),
(Surakarta: Muhammadiyah University, 1996), cet.kel, h. 187-188

118 Slamat Muhaimin Abda, PrinsipPrinsip Metodologi Dakwah, (Surabaya: Al-
Ikhlasa, 1994), cet.ke-1, h. 79
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pedoman teknis yang tersedia.*

Karena metode pemberdayaan masyarakat merupakan alat bagi
da’i pembangunan atau fasilitator untuk membentuk karakter
masyarakat, yang berarti menjadi faktor yang menentukan
keberhasilan pembangunan, maka metode pemberdayaan masyarakat
menjadi penting untuk dikaji. Tujuannya adalah: Pertama, agar
sabyek (fasilitator) pemberdayan masyarakat dapat menggunakan
salah satu metode yang efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan
kondisi masyarakat. Kedua, menambah wawasan subyek (fasilitator)
tentang beberapa metode pemberdayaan masyarakat, sehingga antara

fasilitator dengan masyarakat tidak pasif.*?

Faisal Ismail dalam Nasruddin Harahap dkk., berpendapat
bahwa pola atau model ‘dakwah yang sesuai dikembangkan .dalam
pembangunan - adalah model dakwah bil-hal. Karena, pembangunan
dalam hal ini pemberdayaan menuntut kerja dan karya nyata, menuntut
keterlibatan yang ntens dari pelaku pemberdayaan terhadap
permasalahan masyarakat sebagai penerima manfaat dan merumuskan
permasalahan tersebut kedalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan,
dan manfaat kegiatan pemberdayaan dapat secara langsung dirasakan

masyarakat.'*

19 A Surjadi, Dakwah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa (Peranan
Pesantren dalam
Pembangunan), (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), cet.ke-4, h 86-13
120 Nasruddin Harahap dkk., Dakwah Pembangunan, (Yogyakarta: DPD Golkar
Tk.l, 1992), cet.ke-1, h. 191
2 Ipid., h. 187
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Menurut Thohari Musnhawar, ada 4 metode pemberdayaan
masyarakat dalam pendekatan dakwah bih-hal,*** yakni: Pertama,
metode pemanasan dan tindak lanjut. Merubah suatu masyarakat
bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan keseriusan dan
tahapan-tahapan. Sehinga, program yang disampaikan tidak terkesan
mendadak dan mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam
menerima dan melaksanakan program pembangunan, dan pada akhirnya
hasil yang dicapai tidak maksimal. Sebagai ilustrasi, masyarakat agraris
tidak mungkin langsung menggunakan teknologi modern  yang
canggih, tetapi diperlukan tahapan pengenalan melalui teknologi
terapan dan training. Konsep tersebut dianggap sebagai perkembangan
aliran pemikiran tentang pembangunan desa, yaitu aliran atau kelompok
reformis. Aliran ini menyebutkan, bahwa pembangunan masyarakat desa
dengan cara meningkatkan fungsi kelembagaan dan system_sesial yang
ada tanpa  menggantikannya. Mereka  berasumsi,bahwa
keterbelakangan dalam = segala hal “disebabkan oleh kesalahan
berfungsinya. sistem kemasyarakatan yang ada yang menyebabkan
sosio genetik keterbelakangan masyarakat.'?®
Esensi teori aliran reformis di atas telah disepakati dalam

konferensi kependudukan dan pembangunan tahun 1994 di Cairo yang

menyatakan bahwa dalam melaksanakan  pembangunan  harus

22 Ibid., h.192-196
2 M. Munandar Soelaiman, Dinamika Mayarakat Transisi,(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998)
cet.kel, h. 154
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dipertimbangkan aspek sosial budaya, agama, dan etika yang dimiliki
olen masyarakat yang bersangkutan.Pola pembangunan dengan
pendekatan top down sering menyebabkan benturan dengan institusi
dan mekanisme sosial budaya lokal. Keunggulan tiori ini adalah
pembangunan dengan cara menerapkan hal yang baru tanpa
mempertimbangkan institusi dan sosial budaya yang sudah ada
ketinggalan satu langkah dalam pemanfaatannya.'** Kedua, metode
demonstrasi. Metode demonstrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah
memperlihatkan bukti kebenaran, kebaikan, dan keberhasilan program
pembangunan yang telah dilaksanakan oleh dunia Islam dalam perspektif
sejarah. Misalnya, betapa Islam telah mengalami kemajuan yang luar
biasa dalam bidang ekonomi. Pada masa kejayaan Islam di Madinah,
Rosulullah "SAW telah = membangun ekonomi masyarakat dengan
membentuk Baitul mall sebagai lembaga ekonomi umat, yang berfungsi
mengelola dan memberdayakan berbagai bentuk harta dengan cara halal.
Hal ini bukan“tanpa proses, tetapi memang membayar pajak dan
upeti kepada pemerintah (suku) sudah menjadi tradisi. Sehingga, ketika
gagasan tentang baitul mall dengan pengelolaan yang lebih manusia dan
berkeadilan mendapat tanggapan yang positif dari umat Islam.
Ketiga, metode masyarakat bersuasana dakwah. Salah satu metode
yang sangat efektif dalam dakwah pembangunan adalah apabila

terkondisikan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang bersuasana

124 1bid., h. 163-164
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dakwah, yaitu masyarakat yang masing-masing individu didalamnya
menjadi pribadi yang mampu membangun dirinya dan sekaligus merasa
bertanggung jawab untuk berpartisispasi dalam membangun masyarakat
dan bangsanya. Masyarakat yang terbuka, mau mengingatkan dan mau

diingatkan (QS. Ali Imran: 104, al-Ashr: 1)*%°

ST e el oyl AT Jy o, i &G &5
e RBYST I NT

Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan

mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang

beruntung.

3). Keempat, pemecahaninti masalah. Metode yang terakhir ini adalah
metode..yang harus melalui proses yang -panjang,..karena sang da’i
pembangunam’  harus. merubah suatusspribadi, atau masyarakat dari
keterpurukan menjadi lebih baik dan mapan. Dengan demikian, untuk
merubah suatu masyarakat harus terlebih dahulu melalui tiga metode
sebelumnya. Misalnya, untuk merubah masyarakat yang terjangkit penyakit
malas, Kkita tidak bisa langsung menyediakan lahan pekerjaan secara
sepontan, tetapi lebih  baik didahuli dengan penyadaran akan
pentingnya usaha sendiri dibandingkan menanti keajaiban, kemudian

membandingkan pekerjaannya dengan orang yang lebih maju dan berhasil,

125 0s. Ali Imran: 104, al-Ashr: 1
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jadikan ia sebagai juru bicara dalam kelompok dan bertanggung jawab
atas pembicaraannya.

Keempat, metode tersebut harus didukung oleh teknologi modern
sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Dengan meminjam teori
tentang metode pembangunan masyarakat desa, A.Surjadi membagi metode
pemberdayaan masyarakat manjadi 12 (dua belas metode), yakni; direct
contact (kontak langsung), demonstration of the results (demonstrasi
hasil), demonstration of the process (demonstrasi proses), bekerja
dengan para pemimpin desa; action grouf, alat peraga; bacaan;
karyawisata, kesenian, pameran, pusat penerangan, dan sosial pressure
(paksaan sosial).*®
a. Kontak Langsung (Direct Contact)

Sejak perintah /dakwah diamanatkan oleh Allah SWT, kepada
Nabiyullah- Muhammad SAW., hingga sekarang metode dakwah yang
paling sering -digunakan adalah - metode kontak langsung atau
berhubungan langsung-antara da’i dengan masyarakat sebagai subyek dan
obyek pemberdayaan melalui pendekatan fardiyah (individu) dan
pendekatan ‘ammah (kelompok). Pendekatan fardiyah dalam metode

kontak langsung diyakini efektif dalam membina dan membentuk kader-

kader pemberdayaan sebagaimana telah dicontohkan Rosulullah SAW.*?’

126 Syrjadi, Op. Cit., h. 86-137

27 Husin bin Muhammad bin Ali Jabir, Ath-thariq Ila jama’ah Muslimin; terj oleh
Aunurrafif

Shaleh Tahmid dengan judul” Menuju Jam’atul Muslimin, (Jakarta: Robbani Press,
1996), cet.ke-1, h.

146
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Dakwah fardiyah bertujuan untuk mengenal masyarakat secara lebih

dekat (QS. Hud:61). 1?8

TN

Artinya : dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shale}\.
Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada
bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah)
dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah
ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku

Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Fasilitator pemberdayaan 'secara bersama-sama masyarakat dan
membina ukhuwah ilallah, sehingga terjalin komitmen sebagai upaya
melakukan‘perubahan, baik perubaham individu maupun komunitas atas
dasar Islam. Metode direct contact (kontak langsung) bertujuan: untuk
menemukan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin,
untuk menjelaskan rencana pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan,
baik oleh  masyarakat maupun pemerintah, untuk mengetahui dan
memetakan ~ keinginan ~ masyarakat, dan  belajar bersama-sama

masyarakat menemukan permasalahan, motivasi, dan kemampuan mereka

128 0S. Hud:61
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dalam mengatasi masalah tersebut.?

Metode direct contact (kontak langsung), juga dapat menggunakan
pendekatan ‘ammah (kelompok). Tujuannya adalah untuk membangun
ukhuwah kelompok- kelompok-kelompok masyarakat, sehingga terjalin
hubungan yang lebih erat dan spesifik. Beberapa teknik yang efektif
dalam metode direct contact:

1) Membangun suasana Yyang menyenangkan dalam proses
diskusi  dan berinteraksi.

2) Berupaya menjadi pendengar yang baik untuk menjaring berbagai

persolan.

3) Meyakini berbagai data dan fakta yang dihimpun.

4) Yakinkan bahwa ide-ide baru yang muncul merupakan
kemampuan dan kreatifitas:mereka.

5) Menggunakan bahasa yang mudah difahami dan hindari
percakapan yang kontradiktif.

6) Berupaya menciptakan sikap kesetiakawanan, sehingga mendorong
masyarakat ingin selalu bertemu, mengungkapkan berbagai keluhan
dan berdiskusi.'*®

b. Demonstrasi Hasil

Tugas dan peranan fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah

merubah cara fikir dan kerja kepada yang lebih maju dan berhasil

guna. Misalnya, untuk meningkatkan produksi pengolahan singkong,

129 Syrjadi, Op. Cit., hal. 87
130 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, op., cit., h. 99
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para pengusaha UMKM mengolah
keripik singkong dengan menggunakan alat cara tradisional yang
sangat sederhana berubah dengan menggunkan alat serut yang lebih
modern dan menggunkan kemasan yang lebih menarik. Perubahan
pengelolaan pertanian dengan menggunkan bahan- bahan anorganik
kepada bahan-bahan organic akan lebih menguntungkan dalam hal kualitas
produksi dan kualitas kesehatan.'*!

c. Demonstrasi proses
Metode demonstrasi proses merupakan proses pembelajaran. Belajar
mengelola lingkungan, sehingga memungkinkan seseorang melakukan
atau mempetunjukkan tingkah laku yang disebabkan perubahan kebiasaan,
kecakapan, daya fikir dan bukan karena perubahan fisik.132 Demonstrasi
adalah  memperkenalkan | tharigoh" (metode) baru kepada masyarakat.
Mendemonstrasikan ~ bahwa cara kerja media atau alat baru lebih
menguntungkan.dibandingkan dengan cara Kerja.lama atau sebaliknya, cara
kerja lama lebih efesien‘dan efektif dibandingkan cara kerja baru.
Oleh karena itu, cara kerja yang didemonstrasikan boleh jadi bersumber
dari cara kerja masyarakat lokal.133
Misalnya, metode menanam padi dengan cara tradisional yang diwariskan

oleh nenek moyang terdahulu boleh jadi lebih baik dibandingkan dengan

131 Fariza Makmun, Tesis dengan Judul “Fungsi Yayasan Lembaga Pembangunan
Masayarakat
Desa (YLPMD)”, Lampung: PPs IAIN Raden Intan, 2007), h. 95
132 Sutomo, Pembelajaran Menyenangkan Untuk anak-anak Autis, (Jakarta: Bumi Aksara,
1993),
h.120
133 Nanih Machendrawaty dan Imam Safei, Op. Cit., h. 101
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metode baru. Penggunaan bahan-bahan organik merupakan metode lama

yang

dikembalikan, karena dari sisi kesehatan dan kelangsungan

lingkungan lebih terjamin.

Beberapa hal yang perlu dilakukan ketika da’i pembangunan atau fasilitator

menggunakan metode demonstrasi proses ditengah-tengah masyarakat:

1) Merode ini efektif apabila masyarakat melihat, mendengar, mengerti,

2)

3)

dan mengerjakannya. Untuk itu, diusahakan sebanyak mungkin
masyarakat yang hadir.
Jelaskan mengapa metode ini yang digunakan.

Tunjukkan bagaimana mengerjakannya.

4) usahakan agar masyarakat mampu mengikuti setiap langkah

5)

6)

yang demonstrasikan.
Berikan waktu dan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya.
Da’t . pembangunan harus memilki  keterampilan  dalam
mendemonstrasikan- jenis apapun sesuai dengan program.™*
Oleh Kkarena itu, kemahiran fasilitator pemberdayaan
masyarakat dalam mendemonstrasikan tahapan-tahapan penggunaan
suatu  metode menjadi kunci keberhasilan  pemberdayaan

masyarakat.

d. Bekerja dengan Pemimpin-pemimpin Desa

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan di atas rata-

rata orang- orang yang ada disekelilingnya. Dia memiliki kelebihan dalam

B34 A, Suryadi., op., cit., h. 88
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kecerdasan, mempunyai kelebihan dalam bersosialisasi dan berinteraksi,
mempunyai pandangan jauh kedepan, memiliki  kesabaran  dan
ketekunan, memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dan berinisiasi,
dan sifat-sifat unggul lainnya.*®

Jika merujuk pada beberapa keunggulan para pemimpin masyarakat
tersebut di atas, mereka yang dikatagorikan sebagai pemimpin bukan hanya
pemimpin-pemimpin masyarakat yang ditunjuk secara resmi, melainkan
bagian-bagian masyarakat yang memiliki karakter seorang pemimpin.
Frans Wiryanto Jomo, membagi pemimpin menjadi tiga, yaitu; pemimpin
solidaritas, pemimpin resmi, dan pemimpin konsultatif.**

Pemimpi solidaritas adalah pemimpin  kelompok-kelompok
masyarakat yang tidak ditunjuk secara resmi baik oleh masyarakat maupun
oleh pemerintah. Boleh jadi mereka dianggap pemimpin karena kemampuan
mereka dalam mengorganisir berbagai kelompok yang ada pada
masyarakat. Pemimpin resmi adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang
ditunjuk secara resmi-oleh masyarakat atau oleh pemerintah, misalnya,
kepala desa, lurah, dan sekretaris desa. Sedangkan yang dimaksud dengan
pemimpin konsultatif adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan
dalam hal-hal tertentu, sehingga mereka dijadikan masyarakat untuk

berkonsultasi dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh

masyarakat.

135 Arifin, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet.ke-2,
ha. 92-93
136 Frans Wiryanto Jomo, Membangun Masyarakat, (Bandung: Alumni, 1986), cet.ke-2, h.
111- 112
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Dengan pemahaman bahwa, kepemimpinan merupakan keniscayaan
dalam kelompok, karena mereka mempunyai kemampuan untuk
mengorganisir kelompok atau orang-orang yang ada disekelilingnya, maka
da’i pembangunan mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan
pemimpin-pemimpin masyarakat.

Da’i pembangunan berperan memberdayakan kelebihan dan
kemampuan pemimpin masyarakat untuk membantu masyarakat dalam
mengembangkan dirinya dan masyarakat. Hal inilah yang diisayaratkan oleh
Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya: “bertolong-
tolonglah dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah bekerja sama
di dalam berbuat dosa dan permusuhan.

e. Aksi Kelompok
Tidak semua: permasalahan yang dihadapi masyarakat
dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan«fardiyah dan

atau ‘ammah (Ali Imran: 104).

[

i3 el oyl 2T 108 35 001805 555
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Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu ;egolong;an
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf
dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang
beruntung.
Karena dakwah ‘ammah mempunyai kelebihan-kelebihan,

diantaranya; dapat menghadapi mad’u dalam jumlah yang lebih
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banyak, biaya relative murah, waktu tidak terlalu lama, dan dapat
memecahkan  masalah  yang  rumit  sekalipun.  Karena,
Mengembangkan masyarakat desa berarti  membangkitkan
keinginan, kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri, agar
masyarakat mau  terlibat secara  aktif dalam  proses
pembangunan. Juga, agar masyarakat bekerja secara metodis, efektif
dan terorganisir.

Menurut Frans Wiryanto Jomo, kegiatan yang tidak
terorganisir dan dikerjakan secara individual menurut pola-pola
yang lebih maju, tidak akan menyelesaikan masalah. Karena, inti
dari kerja sama adalah kerja kolektif.**’

Ada beberapa keuntungan apabila ‘da’i  pembangunan
atau fasilitator menggunakan metode aksi kelompok, diantaranya:

Pertama, melalui kontak langsung, fasilitator
pemberdayaan akan menemukan sejumlah orang yang
menyatakan minatnya terhadap suatu masalah.

Kedua, orang-orang yang berminat tadi akan mengundang
kelompok masyarakat yang lain untuk mendiskusikan sesuatu hal
yang dihadapi masyarakat secara informal.

Ketiga, cepat atau lambat, bila diskusi dilakukan secara terus
menerus dengan desain dan target yang jelas, maka beberapa orang

diantara kelompok akan memotivasi masyarakat lain untuk ikut

137 Kelompok kerja sering disebut kelompok proyek, kelompok pelayanan
masyarakat, usaha bersama yang metodis. Ibid., h. 33
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memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-
sama.'*®

Untuk mencapai hasil diskusi yang baik, ada beberapa prinsip
yang harus diperhatikan  oleh  da.i  pembangunan, vaitu:
Pertama,  melalui  diskusi-diskusi, kelompok dapat mengenal
problem-problem yang dihadapi masyarakat, dan tumbuh keinginan
untuk ikut serta memecahkannya serta tumbuh tanggung jawab
untuk ikut serta mencarikan jalan penyelesaiannya. Kedua, meminta
saran para teknisi (pemimpin konsultatif)  untuk  mengetahui
alternative-alternatif =~ pemecahan  masalah.  Ketiga, memilih
alternative yang menurut kelompok dianggap paling efektif
sesuai dengan situasi dan  kondisi =~ masyarakat setempat.
Keempat, capailah keputusan untuk melakukan aksi selanjutnya.
Kelima, rencanakan aksi pertama yang akan dilaksanakan oleh
kelompok.Keenam, mulailah pekerjaan, dan jangan sampai
menunda- nundanya.**

f. Menggunakan Media pemberdayaan masyarakat.

Setiap fasilitator pemberdayaan masyarakat diharapkan
menguasai alat-alat bantu yang dimaksud di atas, karena alat bantu
akan mempermudah fasilitator dalam menyampaikan materi
pemberdayaan. Ada diantara masyarakat yang sulit menerima materi

dengan menggunakan metode lisan, sehingga diperlukan alat

138 Nanih Machendrawaty dan Imam Safei, Op. Cit., h. 102
139 H
Ibid.,
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peraga untuk membantu mereka memahami materi yang
disampaikan. Ada diantara masyarakat yang gemar membaca,
tetapi media membaca tidak tersedia  sehingga da’i
pembangunan memerlukan bahan bacaan, seperti bulletin, majalah,
koran, poster dan lain sebagainya. Bahkan ada diantara masyarakat
yang lebih tertarik dengan gambar- gambar dibandingkan dengan
mendengarkan diskusi, ceramah, dan membaca.

Media pemberdayaan masyarakat dalam perspektif dakwah
dari segi sifatnya dibagi menjai dua golongan, vyaitu: 1) Media
tradisional, yaitu berbagai seni pertunjukan tradisional yang bersifat
komunikatif sebagai media hiburan, seperti ludruk, wayang, drama,
dan sebagainnya; 2) Media modern, seperti, televisi, radio, pers:dan
sebagainya.140

Penggunaan media dalam pemberdayaan. masyarakat
didasarkan-pada Tesis sebagai tugas akhir S2 penulis, bahwa KSM-
KSM binaan “¥LPMD ~Metro Lampung, keberhasilan mereka
membina masyarakat petani dalam meningkatkan kualitas dan
kuantitas hasil pertanian melalui program pengolahan lahan
dengan pupuk organic dilakukan dengan menggunakan metode
demonstrasi hasil, aksi kelompok, dan menggunakan media baik
media cetak maupun media alat. Media cetak yang digunakan,

seperti majalah, bulletin, Koran yang khusus membahas tentang

10 Muhammad Ali Aziz, llmu Dakwah (Jarakta: Kencana, 2004), h. 149
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petani organic. Sedangkan media alat yang digunakan adalah papan
tulis, pengeras suara, alat peraga dan lain sebagainya.141
g.Karyawisata (tours)
Akhir-akhir ini, metode karyawisata banyak digunakan umat
Islam dalam berdakwah. Hal ini dasarkan pada firman Allah SWT,

diantaranya: (QS. An-Naml (27) :69).
L A 2T LA L - (%
G Cﬂ'fﬁ“iﬂ WQK%_C-_—: \);&:U&)Y‘ 3 ‘j;u.fdﬁ
Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi,
lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.
(QS. Al-Hajj (22) : 46)
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Artinya Maka Apakah mereka tidak*berjalan di muka bumi,

lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat
memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat
mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta,

tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.

Ayat diatas menjelaskan, bahwa Allah SWT telah

menciptakan ayat-ayatnya yang tersirat di jagat raya ini dan berbagai

1 Fariza Makmun, op., cit., h. 95
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kejadian-kejadian akibat ulah manusia, baik yang buruk maupun

yang baik merupakan media pembelajaran (tarbiyah) bagi umat

manusia yang mempunyai keinginan untuk mengambil pelajaran
darinya. Menurut Surjadi, tujuan metode karyawisata adalah:

1) Melihat hasil demonstrasi hasil atau proses orang lain.

2) Melihat cara kerja alat-alat baru.

3) Melihat usaha-usaha pembangunan di tempat-tempat lain.'*?

Untuk menghindari agar karyawisata tidak menjadi mubazir, maka
karyawisata hendaknya direncanakan dengan baik, baik tempat maupun
tujuan yang hendak dicapai. Juga, perlu aksi tidak lanjut setelah
kelompok masyarakat kembali dari karyawisata. Apabila tidak, maka
karyawisata akan menjadi media hiburan yang menghambur-
hamburkan dana belaka. Terdapat; banyak metode yang bisa dilakukan
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain metode diatas ada

beberapa metode pemberdayaan masyarakat *4°

seperti

1. FGD (Focus Group Discussion) atau Diskusi Kelompok yang Terarah
Sebagai suatu metoda pengumpulan data, FGD merupakan interaksi

individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal dan

oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan

pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau

kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya. Sebagai suatu metoda

pengumpulan data, FGD dirancang dalam beberapa tahapan, yaitu:

2 Syrjadi, Op. Cit., h. 123
%3 1bid., h. 201-203
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1) Perumusan kejelasan tujuan FGD, utamanya tentang isu-isu
pokok yang akan dipercakapkan, sesuai dengan tujuan kegiatannya.

2) Persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan

3) Identifikasi dan pemilihan partisipan, yang terdiri dari para
pemangku kepentingan kegiatan terkait, dan atau narasumber yang
berkompeten.

4) Persiapan ruangan diskusi, termasuk tata-suara, tata-letak, dan
perlengkapan diskusi (komputer dan LCD, papan-tulis, peta-singkap,
kertas-plano, kertas meta-plan, spidol berwarna, dll)

5) Pelaksanaan diskusi

6) Analisis data (hasil diskusi)

7) Penulisan laporan, termasuk lampiran tentang transkrip diskusi,
rekaman suara, foto, dll.

2..PLA (Participatory Learning and Action), atau Proses_Belajar dan

Praktek Secara Partisipatif PLA

Merupakan bentuk baru dari”metoda pemberdayaan masyarakat
yang dahulu dikenal sebagai “learning by doing” atau belajar sambil
bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metoda pemberdayaan
masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, seperti
pesemaian, pengolahan lahan, perlindungan hama tanaman, dll. Yang
segera setelah itu diikuti aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi
pemberdayaan masyarakat tersebut. Melalui kegiatan PLA, akan diperoleh

beragam manfaat, berupa:
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1) Segala sesuatu yang tidak mungkin dapat dijawab oleh “orang luar”

2) Masyarakat setempat akan memperoleh banyak pengetahuan yang
berbasis pada pengalaman yang dibentuk dari lingkungan kehidupan
mereka yang sangat kompleks

3) Masyarakat akan melihat bahwa masyarakat setempat lebih mampu
untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat dibanding orang
luar

4) Melalui PLA, orang luar dapat memainkan peran penghubung antara
masyarakat setempat dengan lembaga lain yang diperlukan. Disamping
itu, mereka dapat menawarkan keahlian tanpa harus memaksakan
kehendaknya.

Terkait dengan hal itu, sebagai metoda belajar partisipatif,
PLA memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

1)..merupakan. proses belajar secara berkelompok yang dilakukan
oleh semua stakeholders secara interaktif dalam suatu proses analisis
bersama

2) Multi perspective, yang mencerminkan beragam interpretasi
pemecahan masalah yang riil yang dilakukan oleh para pihak yang
beragam dan berbeda cara pandangnya

3) Spesifik lokasi, sesuai dengan kondisi para pihak yang terlibat

4) Difasilitasi oleh ahli dan stakeholders (bukan anggota kelompok
belajar) yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam

pengambil  keputusan; dan (jika diperlukan) mereka akan
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meneruskannya kepada pengambil keputusan
5) Pemimpin perubahan, dalam arti bahwa keputusan yang diambil melalui
PLA akan dijadikan acuan bagi perubahan-perubahan yang akan
dilaksanakan oleh masyarakat setempat.
3. SL atau Sekolah Lapang (Farmers Field School)

Sebagai metoda pemberdayaan masyarakat, SL/FFs merupakan
kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok
masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas
masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah
pendapat, berbagi pengalaman (sharing), tentang alternatif dan pemilihan
cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai
dengan sumberdaya yang dimiliki.

4. Pelatihan Partisipatif

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan
“scopping” atau penelusuran tentang program pendidikan yang
diperlukan dan analisis"kebutuhan atau*need assesment”. Untuk kemudian
berdasarkan analisis kebutuhannya, disusunlah program atau acara
pemberdayaan masyarakat yang dalam pendidikan formal (sekolah) disebut
dengan silabus dan kurikulum, dan perumusan modul/lembar persiapan
fasilitator pada setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Berbeda dengan kegiatan pelatihan konvensional, pelatihan
partisipatif dirancang sebagai implementasi metoda pendidikan orang

dewasa (POD), dengan ciri utama:
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Hubungan instruktur/fasilitator dengan peserta didik tidak lagi
bersifat vertikal tetapi bersifat lateral/horizontal

Lebih mengutamakan proses daripada hasil, dalam arti, keberhasilan
pelatihan tidak diukur dari seberapa banyak terjadi alih-pengetahuan,
tetapi seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagi
pengalaman (sharing) antara sesama peserta maupun antara fasilitator
dan pesertanya.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam

Lippit merinci tahapan kegiatan pemberdayaan  dalam 7

kegiatan pokok:'**

Penyadaran, vyaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk
menyadarkan masyarakat tentang “keberadaaannya”, baik
keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun
kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan« fisik/teknis,
sosial-budaya; ‘ekonomi_dan politik. Proses penyadaran seperti inilah
yang dimaksud oleh Freire '** sebagai tugas utama dari setiap kegiatan
pendidikan, termasuk didalamnya penyuluhan.
Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang
kaitannya dengan: keadaan sumber daya (alam, manusia, sarana-
prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan

fisik/tehnis, sosial-budaya dan politik. Termasuk  dalam  upaya

144 R.J. Watson Lippit, The Dynamics Of Planned Change, (New York: Harcourt, Brace
and World

Inc, 1958), h. 156

¥Sp. Freire, Extension or Comunicating in Education for Critical Consciousness,
(New York: Seaberg Press, t.th), h. 95
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menunjukkan masalah tersebut, adalah factor-faktor penyebab
terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan
ancaman eksternalnya.

c. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis
alternative pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan
kondisi internal (kekuatan/kelemahan) maupun kondisi eksternal
(peluang dan anacaman) yang dihadapi.

d. Menunjukkkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan
terjadi dilingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat
(local, nasional, regional dan global). Karena kondisi lingkungan
(internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat,
maka masyarakat juga harus disiapkan untuk = mengantisipasi
perubahan-perubahan tersebut’ melalui Kkegiatan “perubahan yang

terencana’.

e. Melakukan pengujian‘dan demontrast, sebagai bagian dan implementasi
perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji-coba dan
demontrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu
cocok secara teknis, ekonomis, sosial-budaya, politik/kebijakan)
dengan kondisi masyarakatnya. Di samping itu, uji-coba juga
diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif
yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau korbanan yang terkecil.

f. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari “luar”
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(penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll) maupun yang

berasal dari dalam (pengalaman, indigenous, teknologi, maupun

kearifan  tradisional ~dan nilai-nilai adat yang lain), Sesuali

pekembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan

perlu disesuaikan dengan Kkarakteristik (calon) penerima manfaat

penyuluhannya.
g. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas,

yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah

(grassroots) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya
(voice and choice) kaitannya dengan aksesibilitas informasi,
keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam
keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas
public) dan penguatan kapasitas lokal.

Menurut Totok Mardikanto, tahap pemberdayaan® masyarakat
terdiri dari tahap penyadaran, _pengorganisasian, dan pelaksanaan
pemberdayaan  masyarakat. **°“Pada tahap penyadaran, Islam
mengajarkan kepada umat manusia bahwa, agar setiap manusia
memiliki etos (semangat) dalam mencapai rezki dari Allah SWT

(QS. Al Jumuah (62): 10).
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Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah

146 Totok Mardikanto, op., cit., h. 119-120
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kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dan semangat tidak putus asa, karena dibalik kesulitan ada

kemudahan (QS. Al Insyirah (94): 5-7).
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Artinya : karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan,,Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.,Maka
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain[1586],

Kedua, pengorganisasian masyarakat. Kerja yang efektif
adalah kerja yang' sistimatis .dan terorganisir dengan batk (QS. Ali

Imran (3):104) sehingga perubahan dapat terwujud.
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Artinya : dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan
mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang

beruntung.

Ketiga, pelaksanaan pemberdayaan, yakni tahap pelaksanan

program yang didasari oleh kesadaran melalui media kerja terorganisir.
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Amrullah Ahmad dalam Nanih Machendrawati menjelaskan, tahapan
pemberdayaan masyarakat dalam Islam ada 3 (tiga) tahap,
Yakni, tahap takwin (pembinaan,tandhim(pengorganisasian), dan
tahap taudi ‘(pelepasan/kemandirian).*’
Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam
upaya perbaikan sebagai berikut :*3
a. Perbaikan pendidikan ( Better education)
Dalam arti bahwa pemberdayan harus dirancang sebagai suatu
bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang
dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan
materi, perbaikan metoda, perbaikan menyangkut tempat dan waktu,
serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih
penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan
semangat belajar seumur hidup.
b. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur
hidup, diharapkan akan memperbaiki aksebilitasnya, utamanya
tentang  aksesibilitas dengan  sumber informasi/inovasi, sumber
pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan tindakan (better action)

Dengan  berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan

47 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, , op., cit., h. 32-35

%8 Totok Mardikanto, Pemberdayaan Msyarakat, Dalam Persfektif Kebijakan Politik,
Penerbit

Alfabeta, Bandung, cet. 111, 2015, h. 111-112
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aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan
akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
d. Perbaikan Kelembagaan ( better institution)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan
akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring
kemitraan-usaha.

e.Perbaikan Usaha (better business)

Perbaikan pendidikan ( semangat belajar), perbaikan dan
aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan
memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f.  Perbaikan pendapatan (better income)
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan.akan
dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya; termasuk pendapatan
keluarga dan masyarakatnya.

g. Perbaikan lingkungan (better environment)
Perbaikan pendapatan diharapkan“dapat memprbaiki lingkungan (fisik
dan sosial), karena kerusakan lingkungan sering disebabkan oleh
kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaikan kehidupan (better living)
Tingkat pendapat dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan
dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

I. Perbaikan masyarakat (better community)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan
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(fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan
masyarakat yang lebih baik pula.
6. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mencapai kemandirian
masyarakat memerlukan kondisi atau aturan umun yang digunakan
sebagai pedoman dalam berprilaku yang dikenal dengan istilah
prinsip.  Sehingga, aktivitas menjadikan masyarakat mandiri tetap
berlangsung sesuai dengan aturan-aturan (prinsip-prinsip) yang telah
digariskan secara konseptual.

Tiga prinsip pemberdayaan dalam kontek pengembangan masyarakat
menurut Zubaedi ada tiga, yakni: Pertama, prinsip keberlanjutan.
Proses  pemberdayaan masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa,
sehingga dapat mengembangkan struktur organisasi dan ‘bsinis yang
dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan berbagai‘situasi dan
kondisi, sehingga terbentuk masyarakat yang berdaya, masyarakat
yang kuat, dinamis, dan harmonis. Kedua, prinsip kemandirian. Rosources,
baik sumber daya alam maupun sumber daya finansial diupayakan
pemanfaatannya oleh sumber daya manusia (masyarakat) setempat.
Masyarakat diberi kemampuan untuk mengidentifikasi, memilih, dan
memanfaatkan serources yang mereka sendiri. Ketiga, prinsip  partisipasi.
Keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pembangunan akan

menciptakan kebersamaan, persamaan, dan tanggung jawab terhadap
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rencana dan tujuan yang mereka inginkan.*

Dalam Islam, Rosulullah SAW melaksanakan misi kenabian
sebagai rahmatan lil alamin, berupaya menjadikan masyarakat yang
mandiri sesuai dengan potensi yang telah dikaruniakan Allah SWT kepada
setiap hambanya. Rosulullah SAW dan para pengikut beliau
memberdayakan masyarakat di atas prinsip-prinsip pemberdayaan yang
bersumber dari al- Qur’an. Ulfi Putra Sany, mengidentifikasi prinsip
pemberdayaan masyarakat dalam al-Qur’an menjadi tiga prinsip
pemberdayaan masyarakat, yakni: pertama adalah prinsip ukhuwwah.

Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama
lain, dalam kerangka ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyyah.
Kedua, prinsip ta’awun. Prinsip ini menegaskan bahwa, program
pemberdayaan adalah tanggung jawab bersama, dan harus berlandaskan
sinergi yang efektif antara pemangku kebijakan, praktisi.dan penggiat
sosial, dan masyarakat luas. Ketiga, prinsip persamaan derajat, di mana
Islam menekankan kesamaan derajat antara umat manusia.**

Sementara itu, pemberdayaan dalam suatu proses memerlukan
kemampuan komunikasi, sehingga program pemberdayaan masyarakat
mampu difahami, disebarluaskan kepada masyarakat yang lain, dan
kemudian diimplementasikan secara kolektif. Beberapa prinsip

komunikasi yang penting dalam pemberdayaan masyarakat,

149 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik, (Jakarta : Kencana, 2013), h.
90

10 UIfi Putra Sany, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur’an,
Jurnal  Illmu Dakwah Volume 39 No 1 (2019) 32-44, h. 41, http://journal.
walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3989/217, diakses pada, 23 Februari 2020
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diantaranya:

Pertama, prinsip qoulan ma’rifan. Sebagaimana termaktub
dalam Al-qur’an surat An-Nisa, (4) : 5 yang berbunyi: Artinya :(QS. An-
Nisa (4) : 5)
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Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah
mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada

mereka kata-kata yang baik.

Qoulan Ma ’rifan adalah kata-kata yang baik atau perkataan yang
dikenal.dan dipahami oleh obyek pemberdayaan...Oleh™ karena itu,
seorang  fasilitators, atau juga dikenal® dengan istilah pendamping
seyogyanya mengetahui kultur dan pola komunikasi masyarakat lokal untuk
mempermudah  sosialisasi dan pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat.

Kedua, prinsip goulan sadidan. Sebagaimana tertulis dalam

Al-Qur’an al-Ahdzab, (33): 70 yang berbunyi :
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah

dan Katakanlah Perkataan yang benar,
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Qoulan Sadidan adalah perkataa yang tepat atau benar. Tepat
dan benar berkenaan dengan pemilihan kata-kata atau kalimat
sesuai kemampuan obyek
pemberdayaan dan tepat atau benar sesuai dengan waktu atau
momentum  penyampaiannya. Ketiga, prinsip goulan  kariman.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Isra’ ayat 23 yang berbunyi :

2
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Artinya : dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik padas ibu
bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya
atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah"
dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
Perkataan yang mulia[850].

Qoulan kariman adalah perkataan yang membuat orang yang
menerima pesan menjadi senang, lega, dan Bahagia. Keempat, prinsip
goulan al-layyinan, sebagaiman termaktub dalam surat Thaha ayat
44,berbunyi : (QS. Thaha (20) : 44)

Artinya : Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-
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kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".

Qoulan al-layyinan aadalah tuntunan sopan-santun dalam
mengungkapkan atau menyampaikan pesan perubahan kepada orang lain,
sehingga mempermudah fasilitator atau pendamping pemberdayaan
masyarakat dalam melakukan perubahan.

Kelima, prinsip Qoulan Maislron menjadi prinsip ke lima. Dalam

surat al-Isra’ ayat 28 berbunyi: (Q.S Al-Isra’(17): 28).
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Artinya : dan jika kamu berpaling dari mereka untuk mem/peroleh
rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada
mereka Ucapan yang pantas[851].

Kata goulan maisdron adalah. ucapan yang pantas atau” mudah.
Perkataan dalam konteks ini adalah perkataan yang dapat memberi solusi
atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Keenam, prinsip. Qoulan Baligonradalah«kata-kata yang mudah
difahami, tidak bebelit-belit, dan langsung pada pokok permasalahan,
sebagaimana termaktub dalam

surat an-Nisa ayat 63 yang berbunyi : (QS. An-Nisa (4): 63)
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Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka
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menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,
Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap

lagi baik akibatnya.

7. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan masyarakat

a. Faktor-Faktor Pendukung

Fasilitator atau tenaga pemberdayaan masyarakat sebagai agent of
change berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai problem,
sehingga perlu menguasai faktor pendukung dan penghambat proses
pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang
dimaksud adalah partisipasi masyarakat, keterbukaan, system pendidikan

yang maju, keinginan untuk maju, orientasi terhadap masa depan, ™

Masyarakat harus menjadi pelaku pemberdayaan, sehingga akan terjadi
aktivitas yanggeberkelanjutan. Masyarakat yang berdaya akan terus
berpatisipasi dan  memperbaiki kemampuan, sehingga mencapai
kesejahteraan atau kebutuhan yang mereka inginkan. Partisipasi adalah
aktivitas, Eltizoni dalam Margaret M. Polama menjelaskan, partisipasi
adalah aktivitas yang lakukan berdasarkan kesadaran pribadi, komitmen,
dan pengetahuan serta fasilitas kekuasaan dalam merubah tatanan sosial.

152 Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff dalam Satria Mentari Tumbel,

BIMedialnternet, http://prasetyowidi.wordpress.com/2010/01/03/faktor-pendukung-dan-
penghambat-perubahan-sosial/diaksesp pada 28112012
152 Margaret M. Polama, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2003), h.
355
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partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan dibagi dalam dua
tahap: (1) keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah penetapan
rencana program. (2) keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat  Islam."®®  Lingkup partisipasi
masyarakat berupa: keterlibatan dalam kelompok kerja, diskusi kelompok,
program kelompok, dan menikmati hasil. '** Keterbukaan adalah
memberikan  ruang  terhadap  individu  maupun kelompok untuk
mengemukakan pendapat, bertukar pikiran, berdiskusi tentang berbagai hal,
sehingga perubahan akan tercapai. Keterbatasan masyarakat tentang sesuatu
memerlukan system pendidikan yang maju sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Menurut Lilis Nurlina, dalam hasil penelitian yang berjudul Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi: Pemberdayaan Masyarakat Tani: Ternak
dalam Masa Feformasi, faktor yang mendorong pemberdayaan para petani
adalah faktor fisik, seperti tanah yang subur, suhu yang mendukung.
Sedangkan faktor non fisik adalah pengalaman dan kemampuan para petani.
1> Berdasarkan pembahasan hasil penelitian oleh Arif Eko Wahyudi
Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, faktor pendukung

pemberdayaan masyarakat adalah:

153 Satria Mentari Tumbel, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di
Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Politico Jurnal limu
Politik PDF, h.

4, https://www.neliti.com/publications/, diakses, pada Tanggal 20 Januari 2020

**Ibid., h. 200

15 Lilis Nurlina dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Tani
Ternak dalam Masa Reformasi, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 3, No. 3, Nopember 2001: 155 —
165, https://www.google.com/, diakses pada 15 Februari 2020



http://www.neliti.com/publications/
http://www.google.com/
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1. dukungan pemerintah pusat melalui peran pencetus kebijakan,
dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengawal
pelaksaaan kebijakan, serta peran pemerintahan desa  sebagai
fasilitator ~ penyelenggaraan  program pemberdayaan;

2. dukungan masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun warga
secara umum terhadap program pemberdayaan masyarakat;

3. partisipasi  aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat.'*®

b. Faktor-Faktor penghambat

Faktor-faktor penghambat fasilitator atau tenaga pemberdayaan
masyarakat sebagai agent of change adalah rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, sikap tertutup,
ketergantungan, systemy pendidikan dan mental yang buruk. **’

Sedangkan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat menurut

Lilis Nurlina-~dkk., adalah yang bersifat fisik adalah kepemilikan

lahan yang terbatas dan limbah yang kurang dikelola. sementara itu,

bersifat sosial/cultur adalah sikap mentalitas yang lebih berorientasi
pada masa kini, kurang bertanggung jawab, dan kurang disiplin. **

Sementara itu, faktor penghambat pemberdayaan masyarakat menurut

Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar

adalah Tidak adanya sarana dan prasarana Yyang mendukung

1% Arif  Eko Wahyudi dkk., Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
Ekonomi Desa, JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 1, Maret 2014, 1-10, diakses
pada 15 Februari 2020

7 Media Internet,. Op., cit., 15 Februari 2020

158 Lilis Nurlina dkk., op., cit., 15 Februari 2020
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program pemberdayaan masyarakat dan faktor alam (bencana alam

dan cuaca). **

)

-\

19 Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar., op., cit., 15 Februari
2020
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